BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib,
keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha
pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya
pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun
represif, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah terkadang terdapat
tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
Proses itu adalah cara yang benar dalam suatu proses, sehingga kalau
dibicarakan perlindungan hukum dalam satu proses hukum atau di kenal
secara luas sebagai Hukum Acara, maka perlindungan itu tidak bermakna
sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku kejahatan

untuk menghindari dari tangan hukum.*

Penelitian ini menjadi sangat penting karena setidaknya disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, apakah keabsahan penetapan tersangka
merupakan wewenang hakim Praperadilan. Kedua, apakah putusan hakim

Praperadilan dapat diajukan upaya hukum kembali.

Beberapa waktu yang lalu. Sistem Praperadilan/ sistem hukum di

Indonesia dikejutkan dengan adanya pengajuan gugatan Praperadilan yang

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page= web.Berita. Internal&=1&=1diakses pada
tanggal 11 Juni 2015 pukul 11.00 WIB.
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dilakukan oleh salah satu petinggi Kepolisian Republik Indonesia terhadap
penetapannya sebagai tersangka oleh salah satu lembaga tinggi negara
yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. Karena gugatan Praperadilan yang
diajukannya tersebut mulai menjadi bahan kajian kembali bagi ahli hukum
terutama berkaitan dengan efektifitas Praperadilan melindungi HAM
dalam tindakan upaya paksa aparat hukum sebagaimana tercantum dalam
RUU KUHAP. Kajian mengenai Praperadilan begitu mengemuka.
Banyaknya hukum yang menjadi isu nasional, membuat perkara
Praperadilan menarik perhatian masyarakat. Banyak pihak menganggap
Praperadilan masih diperlukan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM) dari kesewenang-wenangan hukum penguasa untuk menguji

seberapa jauh aturan hukum acara pidana telah di jalankan aparat hukum.?

Secara ideal Hukum Acara itu memberikan kesetaraan antara
tersangka dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian
oleh hakim. Dalam proses hukum, selain adanya kesetaraan warga negara
dan penegak hukum, maka kesetaraan lain yang harus ada, adalah
kesetaraan perlakuan antara yang kaya dan yang miskin. Inilah yang dianut
oleh Hukum Acara Pidana Indonesia, penyidik adalah kegiatan
mengumpulkan bukti yang akan membuat terang perkara sehingga
kemudian dapat merugikan orang kebanyakan atau orang yang tidak

mampu membela diri secara baik dengan cara yang baik dan benar.

2http://m.liputan6.com/news/read/2176431/putusan-lengkap-sidang-spraperadilan-budi-
gunawandiakses pada tanggal 11 Juni 2015 pukul 11.20 WIB.
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Sebagaimana dipahami hukum acara pidana adalah hukum yang
mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara
dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan
metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak
individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara
pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari
perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum karena diduga
melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana
dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional
tersangka dan terdakwa, pada saat di mulai penyelidikan, penyidikan
proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Karena
senyatanya hukum acara itu menerapkan standar proses hukum yang

sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam suatu proses hukum aparat penegak hukum diberi
kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disengaja
melanggar hukum. Tidak ada perbedaan apakah pelanggaran hukumnya
pejabat negara atau warga negara biasa. Meskipun demikian, negara hanya
dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu
tindak pidana berdasarkan batas-batas atau bukti-bukti yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang.?

3Randy Ferdiansyah, Artikel Politik Hukum: Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch,
diakses pada tanggal 11 Juni 2015 pukul 14.45 WIB.



Dalam putusan nomor 21/PUU-XI11/2014 Mahkamah Konstitusi
telah mengabulkan sebagian permohonan yang di ajukan oleh terpidana
kasus bio remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Mahkamah menyatakan, Pasal
yang di mohonkan Bachtiar, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal
2layat (1) dan Pasal 77 KUHAP inkonstitusional terhadap Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 | ayat (5) UUD 1945 Kkarena
mengabaikan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil. Mahkamah
mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek Praperadilan.
Mahkamah menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan
termasuk sebagai obyek Praperadilan. Mahkamah beralasan bahwa pada
saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum
menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai
sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan.
Namun, pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami
berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah
‘penctapan tersangka oleh penyidik’ yang dilakukan oleh negara dalam
bentuk pemberian label atau status tersangka pada seorang tanpa adanya

batas waktu yang jelas.*

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengubah Pasal 1 angka 14,

Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa ‘minimal dua

“http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1 diakses pada
tanggal 11 Juni 2015 pukul 11.30 WIB.
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alat bukti’ dalam proses penetapan dan penyidikan seseorang sampai
menjadi tersangka. Sebelumnya dalam pasal-pasal itu tidak dijelaskan
jumlah alat bukti permulaan. Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyebutkan
penetapan tersangka hanya didasarkan pada bukti permulaan tanpa
disebutkan jumlah alat bukti. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU
Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa bukti
permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya
dua alat bukti. Bahwa asas dueproses of law sebagai perwujudan
pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi
asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-
lembaga penegak hukum. Dalam putusan tersebut hakim konstitusi
menganggap dalam Pasal 77, penetapan tersangka bukan menjadi bagian

dari obyek Praperadilan.’

Arti Praperadilan dalam hukum pidana dapat dipahami dan bunyi
Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk

memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang

berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Shttp://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/14064101/MK.Putusan.Penetapan. Tersangka.Obyek
.Praperadilan diakses pada tanggal 11 Juni 2015 pukul 12.00 WIB.
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2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya

hukum dan keadilan.

Istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “Praperadilan” maka
maksud dan artinya harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau
mendahului, berarti “Praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di
sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi
fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan.
Jadi, fungsi hakim komisaris (Rechter Commissaris) dinegeri Belanda dan
Judge d’instruction di Perancis benar-benar dapat disebut Praperadilan,
karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan,
penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.
Misalnya penuntut umum di Belanda dapat meminta pendapat hakim
mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan
dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan
dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Meskipun ada kemiripannya
dengan hakim komisaris itu, namun wewenang Praperadilan terbatas.
Wewenang untuk merumuskan apakah penangkapan atau penahanan sah
ataukah tidak. Apakah pengehentian penyidikan atau penuntutan sah

ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak.®

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga rechter commissaris (hakim

yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan

5Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 187.



keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang
mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen),
penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan

surat-surat.’

Menurut KUHAP Indonesia, Praperadilan tidak mempunyai
wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk
menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, seperti Praperadilan,

juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.?

Menurut ~ KUHAP, tidak ada ketentuan di mana hakim
Praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya.
Hakim Praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan
penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan
pendahuluan. la tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan
ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang Praperadilan.
Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa
penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk
menilai sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang

dilakukan oleh jaksa dan penyidik.®

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka

penulisan tertarik untuk menjadikan judul: “Keabsahan Penetapan

" Oemar Seno Adji, Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 1980, him. 88.
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 188.
SAndi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 189.



Tersangka Pada Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah
diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat merumuskan

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan putusan praperadilan terhadap
penetapan tersangka dalam kasus Jendral Budi Gunawan?

2. Apakah putusan hakim Praperadilan dalam kasus Jendral Budi
Gunawan dapat diajukan upaya hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang

melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan putusan praperadilan terhadap
penetapan tersangka dalam kasus Jendral Budi Gunawan.

2. Untuk mengetahui putusan Praperadilan dalam kasus Jendral
Budi Gunawan dapat atau tidak di ajukan upaya hukum
selanjutnya.

1.4 Definisi Operasional
1. Keabsahan adalah bukan sifat dari sebuah norma, melainkan

adalah eksistensinya, eksistensinya yang spesifik ideal.



. Penetapan adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam
menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan
hukum pemerintah (Rechtshandelingen).

. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.

. Praperadilan adalah proses sebelum peradilan.

. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

. Penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang
berwenang.

Lex Specialis Derogat Legi Generalis adalah salah satu asas
hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang

khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wetboek van Strafvordering adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Nullum crimen sine lege stricta adalah tidak ada perbuatan
pidana tanpa ketentuan yang tegas.

Strafvordering (Belanda) adalah hukum acara pidana.
Strafprocesrecht adalah tuntutan pidana.

Criminal Procedure Law (Inggris) adalah hukum acara pidana.
Code d’Instruction Criminelle (Prancis) adalah hukum acara
pidana.

Procedure Rules adalah aturan prosedur.

Aguo adalah perrkara yang sedang diperselisihkan.

Asas Coria Novita adalah suatu asas yang menyatakan bahwa
hakim dianggap tahu semua hukum.

Dominus litis adalah suatu Asas yg menitikberatkan pada
keaktifan hakim.

Culpa adalah kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau

kealpaan.?

1.5 Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai

sesesuatu,

sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka

metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

10 prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Refika
Aditama, 20120. him. 72.
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1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tipe Penelitian Hukum Normatif; Tipe Penelitian ini
disebut juga Penelitian Kepustakaan (Legal Research); adalah
penelitian bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai,
seperti Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang
diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin

mencakup bahan buku primer, sekunder, dan tersier. *

1.5.2 Sifat Penulisan

Sifat penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian Deskritif Analisis, yaitu penelitian yang dimaksud
untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala
tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu
kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam
penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua
data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan
dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci
kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang di

teliti.

“Henry Arianto SH., MH., Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Universitas Esa
Unggul, 2007), him.7.
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1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukun yang digunakan adalah data sekunder diperoleh

dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukun yang diperoleh
dari peraturan perundang-undangan. 2 Undang-Undang
yang digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*®

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder,* seperti kamus, ensiklopedia hukum dan
saran-saran pendukung lainnya.

154 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang
menggunakan dan memahami kebenaran yang telah
diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban
responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang

lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis

21bid, him. 20.

13 Dr. Fokky Fuad, SH., M.Hum., Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Universitas
Esa Unggul, 2015), him.14.
14Spejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, Ul-press, 2007),

him. 52.
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kualitatif memberikan penafsiran terhadap data itu baru

kemudian menarik kesimpulan. *°

1.6 Sistematika Penelitian Hukum

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan
memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang
sesuai dengan atauran dalam penelitian hukum, maka penulis
menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri
dari 5 (lima) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub
bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika

penelitian hukum sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang
penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan
sistematika penelitian.

BAB 11 : TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang :

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.
B. Definisi mengenai Praperadilan.
C. Penetapan tersangka oleh penyidik Polisi,

Kerjaksaan, dan KPK.

*1bid.
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BAB I11

BAB IV

BAB V

: KEWENANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA

PRAPERADILAN

Dalam bab ini membahas mengenai kewenangan hakim
dalam KUHAP untuk memutus suatu perkara Praperadilan
dan di tinjau berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman.

: KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA PADA

PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

Dalam bab ini menguraikan analisis kasus yang disertai
dengan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu
tentang keabsahan putusan praperadilan terhadap
penetapan tersangka dalam kasus Jendral Budi Gunawan
dan upaya hukum terhadap putusan hakim pada kasus

Praperadilan yang diajukan oleh Jendral Budi Gunawan.

: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dan saran. Penulis akan menuangkan
kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diangkat oleh
penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran

yang dapat disampaikan penulis.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada
pada suatu perbuatan pidana dapat dilakukan, apabila ada orang yang
disangka telah melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain hukum acara
pidana adalah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk
manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan
perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang

diakibatkan oleh adanya pelanggaran hukum pidana.*®

Menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara
pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara
bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan,
dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan

mengadakan hukum pidana.’

Oleh beberapa ahli di dalam beberapa literatur disebutkan, bahwa
hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil. Jika
hukum pidana materiil berisi tentang aturan yang berisi perintah dan
larangan serta sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut, maka hukum
pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam
menegakkan hukum pidana materiil tersebut, atau secara garis besar berisi
tentang bagaimana prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi para

pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.

16 Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, (Jakarta: Sumber Ilmu 2006), him. 2.
17 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, him. 13.
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Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah
keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan
cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya
suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimanna
suatu pelanggaran atau bagaimana Negara harus menjalankan hak pidana

atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.'®

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem

peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim; dan

3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.®

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi
untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud
adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnya atau
setidaknya yang mendekati kebenaran suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan
putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu
tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat
dipersalahkan. 2 Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan
menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan awal. Artinya
ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan hal ini mencapai suatu

masyarakat tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.?

18 R. Subekti dan Tjitrisoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, him. 53.
19 R. Achmad S. Soema Di Pradja, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni,
Bandung, 1981, him. 4.

20 Andi Hamzah, Op. Cit., him. 8.

21 Nico Ngani, et, al, Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty,

Yogyakarta, 1984 him. 7.
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Perbedaan mendasar antara hukum acara pidana dan hukum acara
perdata adalah dari tujuan diantara keduanya. Hukum acara pidana
memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil
sedangkan hukum acara perdata memiliki tujuan untuk mencari dan
menemukan kebenaran formil. Mencari dan menemukan kebenaran formil
berarti, bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan
oleh berperkara. Dalam mencari kebenaran formil hakim cukup dengan
membuktikan dengan preponderance of evidence saja.??

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman
Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai
berikut:

“Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan
suatu pelanggaran hukum, dan guna menemukan apakah terbukti bahwa
suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu

dapat dipersalahkan”.

2

Penulis tidak setuju pada bagian kalimat yang berbunyi:
setidak-tidaknya mendekati kebenaran.” Kebenaran itu harus didapatkan
dalam menjalankan hukum acara pidana. Pada umumnya disebut “mencari
kebenaran materiil”, merupakan tujuan hukum acara pidana. Namun usaha
hakim dalam menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat
dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa

dengan dakwaan lain atau menambahkan perbuatan yang didakwakan.

Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus benar-benar tidak
boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinananya,

223udikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta 1998, him .112.
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hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan
penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak.

Hakim dalam mecari kebenaran materiil, ia tidak mesti
melemparkan suatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim
perdata tidak mengikat hakim pidana. Meskipun KUHAP tidak
mengatakan hal ini, namun dapat diketahui dari doktrin dan dalam
Memorie van Toelichting Nev Sv dijelaskan hal itu.?® Sekali hakim salah
dalam memutus suatu perkara, maka selamanya akan ditanggung oleh
terpidana. Perkara yang melegenda, Sengkon dan Karta tahun 1997 yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan perkara Imam Chambali dan
Devid Eko Priyanto yang diputus oleh Pengadilan Jombang menunjukan
betapa para hakim masih belum sepenuhnya menggali dalam rangka untuk

mencari menemukan kebenaran materiil.

2.2 Definisi mengenai Praperadilan

1. Sejarah Praperadilan dalam pembentukan KUHAP

Pembentukan lembaga Praperadilan dimulai dari adanya
reaksi dari masyarakat terhadap RUU Hukum Acara Pidana yang
diajukan oleh pemerintah. Saat itu pemerintah diwakilkan oleh
Menteri Kehakiman Mudjono, SH., pada akhir tahun 1979. Reaksi
masyarakat yang menolak RUU KUHAP saat itu didasari atas
pandangan masyarakat terhadap KUHAP vyang dirasa masih
berpihak pada pemerintah dan tidak cukup melindungi hak-hak
asasi tersangka ataupun tersangka itu sendiri. Pada saat itu
pembahasan terhadap RUU KUHAP sedang dilakukan oleh
pemerintah. Kepentingan masyarakat yang menolak RUU KUHAP

saat itu diwujudkan dengan mengajukan RUU tandingan kepada

23 D. Simons. Op. cit. him. 33.
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pemerintah, yang berisi tentang usulan kepada pemerintah terhadap

tersangka dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam pertemuan antara Delegasi Komite bersama Peradin
dengan pihak pemerintah yang dipimpin Menteri Kehakiman
Mudjono, SH., pemerintah menolak mencabut RUU KUHAP
namun menyetujui untuk membuat draft yang baru bersama DPR
dengan masukan-masukan baik dari Komite, maupun Peradin dan
lembaga-lembaga lainnya. Maka KUHAP sebenarnya merupakan
draft baru sama sekali yang dibuat langsung di DPR oleh Pansus
DPR Dbersama Pemerintah dengan masukan-masukan dari
masyarakat sehingga benar-benar merupakan undang-undang yang
demokratis, dengan meninggalkan RUU yang dibuat pemerintah

sebelumnya.

Salah satu hal baru yang baru merupakan terobosan dalm
pembuatan undang-undang baru itu adalah gagasan lembaga
Praperadilan. Gagasan ini secara resmi diajukan dalam pertemuaan
dengan Menteri Mudjono, oleh “Komite Pembela Pancasila dalam
KUHAP”, dan didukung oleh Peradin untuk menggantikan model
Hakim Komisaris yang ada dalam RUU versi Pemerintah ketika

itu, Menteri Mudjono menerima baik gagasan tersebut.

2. Pengertian Praperadilan

Untuk memahami perkembangan lembaga Praperadilan serta
fungsinya dalam sistem Praperadilan di Indonesia, terlebih dahulu
harus kita pahami arti yang dimaksud dengan Praperadilan itu.
Terminologi Praperadilan apabila dilakukan pemenggalan kata, maka
akan ditemui dua suku kata yakni “Pra” dan “peradilan”. Pra berarti
“sebelum”, peradilan berarti “serangkaian proses kegiatan

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di sidang
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pengadilan guna menentukan kebenaran materiil atas tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa”.

Apabila kita coba menghubungkan kedua pengertian tersebut di
atas, setidaknya akan memberikan suatu gambaran arti Praperadilan
yakni suatu rangkaian atau proses yang dapat ditempuh untuk
melakukan pengujian apakah hukum sudah diterapkan sebagaimana
mestinya sebelum perkara pokoknya diajukan ke pengadilan. Tetapi
apabila kita membandingkan batasan makna sebagaimana yang
terdapat pada Pasal 1 butir 10 KUHAP, pasal tersebut lebih tegas
memberikan penjelasan dan merinci apa saja yang menjadi
kewenangan Praperadilan.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:2*

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas
penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya

tidak diajukan ke pengadilan.

Dari kedua definisi Praperadilan tersebut sementara dapat
disimpulkan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan
hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yang menjadi
pertanyaan adalah, apakah memang demikian dan sampai sejauh

mana kewenangan hakim dalam Praperadilan.

24 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 76
Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Pasal 1 angka 10.
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Tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan
secara aktif atas tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam
hal melakukan upaya paksa (dwang middlen), hakim Praperadilan
tidak peduli apakah upaya paksa yang menjadi kewenangan
penyidik dan atau penuntut umum itu diterapkan dengan
sewenang-wenang atau tidak, selama tidak ada permintaan

keberatan pihak tersangka atau keluarga atau kuasanya.

Loebby Logman, SH., MH., dalam bukunya Praperadilan
di Indonesia mengatakan, sedangkan apabila kita membandingkan
dengan Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP kita, maka
Praperadilan mempunyai fungsi hanya sebagai examing judge,
karena Praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu
penangkapan serta atau tidaknya suatu penahanan. Dan
Praperadilan sebagai examing judge juga secara formil hanya
terbatas pada sebagian dari upaya paksa saja, sedangkan upaya
paksa lainnya tidak secara didapati dalam pengaturan Praperadilan
dalam KUHAP.%®

Hal itu juga diungkapkan oleh Dr. Andi Hamzah, SH dalam
bukumnya Hukum Acara Pidana Indonesia mengatakan, bahkan
tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai sah atau
tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh
jaksa dan penyidik. ® Secara yuridis penulis berpendapat,
berdasarkan Pasal 95 ayat (2) j.o. Pasal 95 ayat (1) KUHAP
menyatakan tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli
warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain
tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

%5 Loebby Logman, Praperadilan di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 1996),

26 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Penerbit CV Sapta
Artha Jaya 1996), him. 194.
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sebagaimana yang dimaksud dalam dalam ayat (1) yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri harus diputus

disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara tegas
menyatakan yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan
lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah,
penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai menurut hukum
dimungkinkan untuk dilakukan Praperadilan melalui tuntutan ganti

kerugian.

Tuntutan Praperadilan tidak hanya sebatas memeriksa sah
atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, memeriksa sah
atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan saja
tetapi juga terbuka peluang untuk memeriksa sah atau tidaknya
pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan (bijzonder dwang
middlen) yang merupakan bagian dari upaya paksa (dwang
middlen), hal tersebut terdapat dalam buku penyuluhan hukum ke
IV tentang Praperadilan Tahun 1982 Romawi Il d hal. 8 edisi
pertama terbitan Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan

Umum Departemen Kehakiman.
3. Urgensi Dibentukanya Praperadilan

Hal pertama yang membuat pembentukan Praperadilan
menjadi penting karena masalah perlindungan hak asasi tersangka.
Terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
apabila dibandingkan dengan HIR.

Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa
bentuknya KUHAP adalah selaras dengan pembangunan hukum
nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan
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bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan
kekuasaan belaka. 2’ Penjelasan umum tersebut memberikan
pandangan bahwa dalam pembentukan KUHAP diharapkan
mampu berdiri sebagai penyeimbang antara pemerintah dengan

tersangka, sehingga dapat menjaga hak asasi mereka.

Salah satu prinsip dalam KUHAP adalah asas praduga tidak
bersalah. Asas praduga tak bersalah artinya setiap orang yang
disangka atau diduga keras melakukan tindak pidana wajib
dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Namun
dalam pratek yang terjadi asas praduga tak bersalah tidak
diterapkan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan
semakin banyaknya kasus yang terjadi, dimana tersangka mengaku
mengalami tindakan kekerasan selama tindakan upaya paksa
dilakukan. Tindakan upaya paksa atau intimidasi yang dilakukan
menunjukkan adanya pelanggaran atas asas parduga tak bersalah.
Tersangka seakan-akan sudah pasti bersalah dan harus mengakui

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Semakin merebaknya kasus penyiksaan terhadap tersangka
pidana menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Asas praduga tak bersalah yang diharapkan dapat
menjunjung tinggi hak asasi seorang tersangka tidak dapat karena
sejarah buruk penyelesaian kasus hukum di Indonesia. Sejarah ini
menunjukkan bahwa hakim seringkali melakukan kesalahan dalam

menuntut seseorang melakukan tindakan pidana.

Kasus yang sangat dikenal yaitu Sengon dan Karta, dua orang
yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 1980 adalah salah satu
contohnya. Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim dan dinyatakan

terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Namun setelah

27 R, Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam
KUHAP, (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 5.
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dijatuhkan vonis penjara selama 12 tahun dan 7 tahun penjara, muncul
orang ketiga yang bernaman Gunel mengaku sebagai pembunuh yang
sebenarnya. Peninjauan kembali harus dilakukan untuk memperbaiki
nasib kedua korban salah vonis tersebut. Kasus diatas menunjukkan
betapa lemahnya sistem peradilan di negara kita. Padahal baik vonis
yang menghukum ataupun vonis yang membebaskan didasarkan pada
bukti yang sama. Kesalahan vonis semacam itu bukanlah merupakan
hal yang sederhana. Hak tersangka telah dirampas tanpa pernah

sekalipun mereka berbuat hal yang dituduhkan tersebut.

Sutomo Surtiadmojo menambahkan contoh-contoh konkret
dalam bukunya penangkapan di Indonesia. la menuliskan bahwa
seringkali terjadi pengakapan dan/atau penahanan yang sering
mengenyampingkan peraturan yang ada penjelasan dan contoh kasus
di atas menjadi alasan yang kuat untuk membentuk suatu lembaga
Praperadilan. Penilaian dan pengujian terlebih dahulu terhadap
sah/tidaknya penangkapan dan penahanan diharapkan akan

memperkecil resiko kesalahan vonis dari hakim.
4. Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan

Dengan lahirnya KUHAP maka terjadi pembaharuan dalam
tugas peradilan umum. Pengadilan Negeri secara khusus juga memiliki
kewajiban untuk memeriksa dan permohonan pemeriksaan peradilan.
Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 77 j.o. Pasal 78 ayat (1)
KUHAP Praperadilan menurut M. Yahya Harahap memiliki beberapa
ciri eksistensi yang khusus, diantaranya:

a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada
pengadilan negeri Praperadilan sebagai lembaga pengadilan
hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai
satuan tugas yang tidak terpisahkan dengan pengadilan

yang bersangkutan.
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b.

Dengan demikian, Praperadilan bukan berasa di luar atau
disamping ataupun dengan pengadilan negeri.

Administrasi yustisial, personal teknis, peralatan, dan
finansialnya takluk dengan pengadilan negeri dan berada di
bawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri
yang bersangkutan.

Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari
yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang

untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang tentang:

a.

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian,
penyilidikan, atau penghentian penuntutan.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan.

Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakan

wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 adalah Praperadilan. Berdasarkan Pasal 77 sampai 79 KUHAP,
ruang lingkup Praperadilan dapat dijabarkan meliputi perkara-

perkara sebagai berikut:

e o o W

Sah atau tidaknya penangkapan;

Sah atau tidaknya penahanan;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

Sah atau penghentian penuntutan;

Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;

Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang

perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.
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5. Alasan-alasan Mengajukan Praperadilan

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, yang menjadi dasar untuk

mengajukan permohonan Praperadilan adalah:
a. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau
tidaknya penangkapan. Terhadap sah atau tidaknya
penangkapan maka dalam Praperadilan harus menguji apakah
telah dilakukan dengan syarat dan tata cara/ prosedur
penangkapan. Syarat dan tata cara/ prosedur yang diatur dalam
KUHAP ini dapat diajukan alasan untuk mengajukan
Praperadilan apabila telah dilakukan pelanggaran.
b. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau
tidaknya penahanan. Terhadap sah atau tidaknya penahanan ini
maka hakim Praperadilan harus menguji juga syarat dan tata
cara/ prosedur penahanan. Syarat yang dimaksud adalah:®
1. Tersangka atau tersangka diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup;

2. Tersangka atau tersangka dikhawatirkan akan melarikan
diri atau melakukan tindak pidana;

3. Tindakan pidana yang dilakukan ancamannya 5 (lima)
tahun atau lebih atau suatu tindak pidana tertentu.

c. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau
tidaknya penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan
adalah suatu tindakan dari penyidik untuk melanjutkan
pemeriksaan atau suatu kasus yang sedang ditanganinya. 2°
Permohonan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan
diajukan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh tersangka.

Hakim Praperadilan harus menguji alasan permohonan

28 Sutomo Suriatmodji, Penangkapan dan Penahanan di Indonesia, (Bandung: Pradja Paramita,
1981), him. 12.

29 Ratna Nurul Afifah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo
1986) him. 76.
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Praperadilan dengan mempertimbangkan keabsahan dari
penghentian penyidikan tersebut. Keabsahan dari suatu
penghentian penyidikan adalah sesuai dengan isi Pasal 109
butir (2) KUHAP vyaitu:

. Tidak terdapat cukup bukti;

Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, tersangka
sakit jiwa atau meninggal dunia;

Penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit jiwa
atau meninggal dunia;

. Tidak adanya pengaduan atas delik aduan;

. Tersangka belum dewasa;

. Tersangka melakukan perintah jabatan.

Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau

tidaknya suatu penuntutan. Penghentian penuntutan adalah

suatu tindakan dari penuntut umum adalah suatu tindakan dari

penuntut umum tidak melimpahkan berkas perkara pidana

kepada Pengadilan Negeri. Hakim Praperadilan harus menguji

alasan permohonan Praperadilan dengan mempertimbangkan

keabsahan dari penghentian penuntutan tersebut. Keabsahan

dari suatu penghentian penuntutan adalah sesuai dengan isi

Pasal 100 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit
jiwa atau meninggal dunia;

4. Tidak adanya pengaduan atas delik aduan;

5. Tersangka belum dewasa;

6. Tersangka melakukan perintah jabatan.
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e. Tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian adalah hak seseorang
untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa
imbalan sejumlah uang. Rehabilitasi adalah seseorang untuk
mendapatkan  pemulihan  haknya dalam  kemampuan,
kedudukan harkat serta martabatnya semula. Pengajuan sebagai
alasan Praperadilan ini dapat dilakukan terhadap upaya

penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan.

6. Tata Cara/ Prosedur Permohonan Praperadilan

Tata cara/ prosedur penahanan yang dimaksud adalah
kelengkapan Surat Perintah Penahanan (SPP) dari penyidik yang
harus diberikan kepada tersangka. Tembusan surat tersebut harus

diberikan kepada keluarganya.

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang menjadi
satu kesatuaan tugas dan fungsi dengan pengadilan negeri.
Kegiatan dan tata laksana yustisial Praperadilan tidak terlepas dari
struktur dan Administrasi dan pelaksanaan Praperadilan berada di
bawah ruang lingkup Ketua Pengadilan Negeri. * Pengajuan
permohonan Praperadilan tidak terlepas dari tubuh pengadilan
negeri dan harus atas izin Ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.3!

Permohonan Praperadilan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuai
dengan Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP. KUHAP tidak
mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan negeri yang
berwenang memeriksa. Praktek yang selalu dilakukan adalah

diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal

30 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana, hlm. 515.
31 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Kerugian
dalam KUHAP, (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 22.
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termohon (penyidik atau polisi). KUHAP juga tidak mengatur
tentang bentuk permohonan Praperadilan yang harus disampaikan

kepada pengadilan negeri.

Permohonan Praperadilan dapat dilakukan secara lisan atau
karena tidak ada ketentuan yang baku untuk hal tersebut.3 Praktek
yang terjadi, pendaftaran permohonan yang khusus. Pada
prinsipnya KUHAP tidak mengatur dengan tegas cara/ prosedur
pengajuan permohonan Praperadilan. Hal itu hanya diketahui dan
dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam pengadilan
negeri setempat. Pembiayaan terhadap permohonan Praperadilan
juga tidak spesifik dalam KUHAP. Praperadilan yang merupakan
bagian dari sistem perkara pidana merupakan tanggungan negara.
Hal ini menyatakan bahwa biaya permohonan Praperadilan
menjadi tanggung jawab negara. Setelah permohonan tersebut akan

didaftarkan dalam perkara Praperadilan.®®

Langkah selanjutnya adalah meneruskan permohonan tersebut
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan penunjukan
hakim praperadilan. Tiga hari setelah menerima berkas
pemeriksaan penyidikan, hakim praperadilan akan menetapkan hari
sidang sesuai Pasal 82 ayat (1) butir a KUHAP, setelahnya akan
dilakukan pemanggilan secara patut oleh pengadilan negeri yang
berwenang. Proses-proses tersebut adalah tata cara/ prosedur yang

berlaku dan dikerjakan dalam praktek yang terjadi selama ini.

7. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan
Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohanan Praperadilan

dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga atas kuasanya. Pasal 8

32 1bid, him. 21.
B1bid, him. 22.
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KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh penyidik atau
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81
KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau
rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau
penuntutan dapat dimintakan oleh tersangka atau pihak ketiga yang
berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa
tuntutan ganti  kerugian diputus di sidang Praperadilan
sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP.

Menurut R. Soeparmono, pihak yang mengajukan Praperadilan
adalah setiap orang yang yang dirugikan, yang dapat meliputi
keluarga tersangka.>* Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan
sebelumnya Darwan Prints mengkategorikan pihak-pihak yang
berwenang mengajukan permohonan Praperadilan sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 79 KUHAP yang mengatur tentang
Praperadilan dalam hal sah atau tidaknya
penangkapan/penahanan  yang  berhak  mengajukan
Praperadilan adalah tersangka dan keluarga tersangka.

b. Dalam Pasal 79 KUHAP juga yang mengatur tentang
Praperadilan dalam hal penghentian penyidikan, yang
berhak untuk mengajukan Preperadilan adalah penuntut
umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.

c. Dalam Pasal 80 KUHAP yang mengatur tentang tuntutan
Praperadilan dalam hal penghentian penuntutan yang
berhak mengajukan Praperadilan adalah tersangka, pihak
ketiga yang berkepentingan dan penyidik.

d. Dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang
mengatur tentang pengajuan Praperadilan dalam hal

tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak sampai ke

*1bid, him. 46.
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pengadilan, yang berhak mengajukan Praperadilan adalah
tersangka, terpidana dan juga ahli warisnya.

e. Dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang
pengajuan dalam hal tuntutan ganti kerugian yang
perkaranya sampai ke pengadilan, yang berhak mengajukan
Praperadilan adalah tersangka, terpidana, dan juga ahli

warisnya.

Pihak ketiga yang berkepentingan menurut Darwan Prints

adalah orang yang mempunyai kepentingan dengan dilanjutkan

atau tidaknya suatu perkara pidana.®® Pihak ketiga tersebut adalah

saksi dari suatu tindak pidana, saksi pelapor/pengadu, atau

keluarganya.

8.

Proses Pemeriksaan Praperadilan Menurut KUHAP

Acara pemeriksaan Praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP

dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP.3®

Acara pemeriksaan Praperadilan secara bertahap adalah sebagai
berikut:

a.

Permohonan Praperadilan ditunjukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri;

Pada hari itu juga permohonan tersebut setelah dicatut dalam
buku register perkara Praperadilan diajukan oleh pejabat
pengadilan negeri diserahi tugas kepada ketua/wakil ketua
untuk menunjuk hakim yang menandatangani perkara tersebut;
Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal atas penunjukan
Ketua Pengadilan Negeri;

Segera setalah menerima penunjukkan perkaranya, dalam
waktu 3 hari setelah dicatatnya perkara, hakim praperadilan

harus menetapkan hari sidangnya, dengan memanggil pula

* 1bid, him. 7.
3 1bid, him. 201.
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tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang
untuk didengar dipersidangan;

Di dalam pemeriksaan persidangan Praperadilan didengar
keterangan tersangka, atau pemohon serta pejabat yang
berwenang;

Berita acara sidang Praperadilan dibuat seperti untuk
pemeriksaan singkat;

Dalam waktu 7 (tujuh) hari, perkara Praperadilan sesudah harus
diputus;

Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung,
tetapi pokok perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan
negeri, maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur,
dengan dibuatkan penetapan;

Putusan Praperadilan pada tingkat penuntutan dengan diajukan

permohonan baru.

Jalannya proses pemeriksaan persidangan praperadilan menurut

Hari Sasangka®’” hampir sama atau mengadopsi pemeriksaan dalam

hukum acara perdata. Jalannya pemeriksaan Praperadilan adalah

sebagai berikut:

a. Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan
sidang dilakukan dengan ketokan palu, dan sidang
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, oleh hakim
pengadilan;

b. Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapat dalam
perkara tersebut, hakim praperadilan memeriksa apakah
para pihak yakni pemohon dan termohon praperadilan
sudah hadir atau belum. Misalnya belum hadir apakah

sudah dipanggil secara sah atau belum. Jika para pihak

37 1bid, him. 203-204.
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diwakili oleh kuasanya maka diperiksa keabsahan surat
kuasanya;

Pembacaan permohonan praperadilan dari pemohon;

o o

Pembacaan jawaban termohon praperadilan;
Replik dari pemohon praperadilan;
Duplik dari termohon praperadilan;

Pemohon praperadilan didengar keterangannya;

> Q o

Termohon praperadilan didengar keterangannya;

i. Pemeriksaan alat bukti baik dari pemohon ataupun
termohon;

J.  Kesimpulan para pihak;

k. Putusan Praperadilan.

Ketentuan pemohon ataupun termohon untuk didengar
keterangannya di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82
butir (1) huruf b KUHAP. Keterangan yang didengarkan dalam
pemeriksaan praperadilan sama dengan pemeriksaan acara biasa

yaitu secara lisan.

Penentuan tentang pemeriksaan yang dilakukan secara tepat
dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menurut Darwan Prints
menimbulkan ketidakjelasan pemahaman. Waktu 7 (tujuh) hari
tersebut dihitung sejak hari pendaftaran tuntutan praperadilan
dibuka untuk umum.3® Menurut Hari Sasangka, pertemuan 7
(tujuh) hari ini dilakukan sejak sidang praperadilan dibuka untuk
pertama kali,® dan hakim praperadilan haruslah mengatur waktu
persidangan sedemikian rupa sehingga persidangan dapat selesai
tepat waktu. Masalah penentuan 7 (tujuh) hari ini menimbulkan
perbedaan tafsir diantara para Sarjana Hukum. Penafsiran yang

pertama bahwa waktu 7 (tujuh) hari itu dihitung sejak tanggal

38 Darwan Prints, Op. Cit. him. 53.
%Hari Sasangka, Op. Cit. him. 204
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tuntutan praperadilan diregister di kepaniteraan pengadilan negeri.
Perhitungan sejak hari pendaftaran semacam ini akan sesuai

dengan prinsip peradilan yang cepat.

9. Pemeriksaan Praperadilan Berdasarkan Buku 1l
Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  tentang

Pelaksanaan dan Tugas Pengadilan

Ketentuan tentang Praperadilan yang diatur dalam Buku Il
MA-RI dicantumkan dalam Pasal 24 butir 1 sampai butir 8. Hal-hal

yang berkaitan dengan proses pemeriksaan Praperadilan antara lain: “°

a. Permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan
negeri memohon agar penyidikan tentang kasus/perkara
pidana berdasarkan Pasal 83 butir 1 KUHAP harus
berbentuk putusan dan bukan penetapan;

b. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan
banding;

c. Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Pemeriksaan Praperadilan berlangsung cepat sehingga tidak
dimungkin kan juga mengajukan kasasi terhadap putusan
praperadilan;

e. Mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

bentuk keputusan praperadilan adalah: “putusan”

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, Buku Il MA-RI
tidak mengatur lebih lanjut tentang teknis pemeriksaan
praperadilan dan sepenuhnya menggunakan peraturan dalam
KUHAP.

40 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Il MA-RI, Cet. ke-4 (Jakarta:
MA-RI, 2003), him. 193-194.
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10. Tinjauan Para Sarjana Hukum Terhadap Proses
Pemeriksaan Praperadilan

Secara pemeriksaan praperadilan adalah yang ditentukan dalam
Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Pasal 82 ayat (1) KUHAP menentukan
bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara pengadilan harus
mendengarkan semua keterangan. Keterangan tersebut baik dari

tersangka atau pemohon, maupun pejabat yang berwenang.

Menurut Ratna Nurul, dalam praktek yang terjadi hakim tidak
hanya mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, hakim juga
memperhatikan jawaban termohon baik berupa tanggapan atau
sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan pemohon tanggapan dari
pemohon dan jawaban termohon atas tanggapan termohon tersebut.*!
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hari Sasangka tentang jalannya
persidangan pemeriksaan praperadilan.*? Terhadap ketentuan Pasal 82
butir (1) huruf b KUHAP, Darwan Prints mempersoalkan tentang
bentuk pemeriksaan keterangan tersangka, pemohon atau termohon.
Pemeriksaan dalam bentuk lisan atau tulisan, lalu menurutnya setelah
permohonan praperadilan dibacakan maka hakim akan mendengarkan
keterangan secara lisan dipersidangan.*® Hari Sasangka memberikan
pandangan bahwa, keterangan termohon, tersangka dan pemohon
memang harus didengarkan secara lisan. Hal ini dilakukan agar hakim
dapat mendegarkan langsung keterangan tersebut dari para pihak
tentang segala sesuatu yang diperlukan dalam menyusun pertimbangan
hakim.** Mengenai hal ini, Ratna Nurul juga berpendapat bahwa untuk
membuat suatu pertimbangan yang objektif maka hakim harus
mendengarkan keterangan secara langsung dan lisan. Permasalahan

yang juga diamati oleh Ratna Nurul adalah mengenai kewenangan

41 Ratna Nurul, Op. Cit. him. 91.

42 Hari Sasangka, Op. Cit. him. 204.
43 Darwan Prints, Op. Cit. him. 55.
44 Hari Sasangka, Op. Cit. him. 204.
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hakim dalam memeriksa berkas perkara. Mengenai KUHAP tidak
mengatur, apakah dalam melakukan pemeriksaan disidang pengadilan

hakim berwenang memeriksa berkas perkara atau tidak.*®

11. Contoh Kasus-Kasus dalam Praperadilan
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Desember

1982 Nomor 07/1982/Pra. Per.

Kasus Posisi

Pemohon Ny. R. R. Pandelaki dan Ny. J. A. Pandelaki

memohon Praperadilan bahwa penahanan atas suami-suami

mereka yang dilakukan oleh KOSEK METRO 702-01 Koja
tidak sah. Alasan yang dikemukan oleh pemohon yang
terpenting ialah sebagai berikut:

a. Pemanggilan tidak sah.

b. Tidak benar alasan termohon, bahwa R.R. Pandelaki dan
J.A Pandelaki ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan
diri atau setidak-tidaknya akan mempersulit pemeriksaan,
karena:

1) Tempat tinggal tetap dan diketahui oleh termohon;

2) Pekerjaan tetap;

3) Keluarga (anak-anak dan istri sebagai kepala rumah
tangga);

c. Tidak benar tembusan surat perintah penahanan telah

diterimakan kepada keluarganya.
Putusan Pengadilan

Hakim menyatakan bahwa surat perintah penahanan tidak sah

karena telah mengabaikan dan melanggar Pasal 21 ayat (1),

45 Ratna Nurul, Op. Cit. him. 91.
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ayat (2), dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Jadi, mengabulkan

permohonan pemohon.
Tanggapan Penulis

Sebenarnya ketiga butir alasan yang diajukan pemohon itu
tidak langsung Dberkaitan dengan sahnya penahanan.
Sebagaimana telah dikemukakan di muka dalam bab
Penangkapan dan Penahanan. Ini yang menyangkut subtansi
sahnya penahan. Formalitas penahanan kalau yang penahan itu
berwenang menahan. Tentang sah tidaknya pemanggilan tidak
termasuk wewenang Praperadilan dan tidak berkaitan langsung

dengan sahnya penahanan. Penahan dapat dilakukan melalui:

a. Tertangkap tangan;

b. Tersangka ditangkap lebih dahulu;
c. Sesudah dipanggil dan menghadap;
d. Tersangka menyerahkan diri.

Jadi, penahanan tidak selalu melalui pemanggilan. Dengan
demikian, putusan Praperadilan ini keliru karena telah
mencampuradukkan sahnya penetapan dan perlunya penahanan
(rechtvaardigheid dan noodzakelijkheid).

Alasan yang dilakukan posisi baru tingkat penyelidikan, belum
tingkat penyidikan, bagaimana ada penghentian penyidikan
yang belum mulai. Menurut pendapat penulis, alasan
Pengadilan Tinggi ini terlalu harfiah mengartikan “penghentian
penyidikan” dengan mesti ada permulaan penyidikan itu. Kalau
demikian halnya, jika penyidikan tidak atau tidak mau memulai
penyidikan tidak dapat dipraperadilankan. Jadi, bagaimana
pencari keadilan jika jelas terjadi delik, mencuri upaya? Jika

memiliki maksud Praperadilan itu maka mestinya “penghentian
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penyidikan” diartikan termasuk tidak atau tidak mau memulai

penyidikan.*°

Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang tanggal 19 Oktober
1982. Nomor 3/Pts. Prp/2982/PN. UP dan Putusan Pengadilan
Tinggi Ujungpandang tanggal 7 Januari 1983, Nomor
1/1982/PT/Pid. Prp.

Kasasi Posisi

Pemohon memohon agar Fonny Chandra yang disangka
menyerobot rumah (memasuki rumah tanpa izin) yang
diberhentikan penyidikkannya oleh KOSEKTA 05/DAN
TABES Ujungpandang dinyatakan bahwa penghentian
penyidikan tersebut tidak sah. Di dalam rumah Jalan Ratulangi
Nomor 200 Ujuangpandang tersebut telah berdiam cucu
pemohon yang kemudian dipaksa keluar tersangka Fonny
Chandra.

2.3 Penetapan Tersangka oleh penyidik Polisi, Kejaksaan, dan KPK

Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka”

dan “terdakwa”. Tersangka diberi definisi sebagai berikut:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana” (butir 14).

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,

diperiksa, dan diadili disidang pengadilan” (butir 15).

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan

istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah

46 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

him. 194.
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beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk
kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte (tersangka).
Namun demikian , dibedakan pengertian verdachte sebelum
penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte
sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam
KUHAP kita. Adapun pengertian verdachte sesudah penentuan
paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada Pasal 1
butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris
dibedakan pengertian the suspect (tersangka) dan the accused
(terdakwa).

Dalam definisi tersebut terdapat kata-kata “...karena
perbuatannya atau keadaanya...”, penulis berpendapat bahwa itu
kurang tepat, karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui
perbuatan tersangka sebelumnya, padahal inilah yang akan disidik.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa kata yang di
pakai oleh Ned. Sv. untuk itu yang tersebut pada Pasal 27 ayat (2)
“...feiten of omstandigheden” (fakta-fakta atau keadaan-keadaan)
lebih tepat karena lebih objektif.

Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus
kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat
perbuatan itu. Untuk lengkapnya, ada baiknya menyalin definisi
Ned. Sv. tersebut yang mirip pula dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP,

kecuali kata- kata tersebut di muka.
Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv. :

“...als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens
aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden

van schuld aan eenig strafbaar feit voorvlioeit...
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(...yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena
fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut

diduga bersalah melakukan suatu delik).

Yang sama dengan perumusan atau definisi KUHAP ialah
kata patut diduga (redelijk vermoeden). Oleh karena itu, pendapat-
pendapat para sarjana hukum di Belanda terutama suatu dewan
redaksi yang menyusun komentar patut diduga melakukan
perbuatan delik ialah penyidik dan penuntut umum. Namun,

demikian seharusnya penafsiran itu objektif.

Jika seseorang ditahan, sedangkan menurut ukuran objektif
tidak patut dipandang telah melakukan delik itu, maka penyidik
atau penuntut dapat diancam pidana melanggar kemerdekaan

seseorang, baik sengaja maupun culpa (kelalaian).*’
Duisterwinkel, ed. memberi contoh berikut:

Disuatu desa pada suatu hari terjadi kecurian sepeda.
Sebelumnya di desa itu tidak pernah terjadi demikian. Pada hari
terjadinya kecurian itu telah lewat di desa itu seorang gelandangan,
yang sebelumnya telah diketahui pernah melakukan pencurian.
Maka gelandangan tersebut patut diduga telah melakukan

pencurian sepeda itu.

Menurut Duisterwinkel, ed. selanjutnya, harus dibedakan
patut diduga (redelijk vermoeden) dengan sangat diduga (ernstig
vermoeden). Kalau dalam cerita kejadian pencurian sepeda tersebut
di muka dilengkapi dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian

bahwa sewaktu gelandangan tersebut masuk ke desa itu jalan kaki,

47 G. Duisterwinkel, et al. op. cit. him. 2 artikel 27.
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sedangkan pada waktu meninggalkan desa ia naik sepeda, maka ia
sangat diduga melakukan pencurian tersebut. 48

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa.
Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari
sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih
menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik,
penuntut umum, maupun oleh hakim. Sering ketentuan ini
dipandang pencerminan dari asas akusator (accusatior) yang telah

dikemukakan di muka.

Di Inggris berlaku ketentuan bahwa pemeriksa
(interrigator) harus mulai dengan mengatakan kepada tersangka
bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam tidak menjawab

pertanyaan.*®

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak
dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk
berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupanya tidak tegas
dianut dalam KUHAP. Didalam KUHAP hanya dikatakan pada
Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan
pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberi kan
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dalam
penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak
boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka
atau terdakwa berhak berdiam tidak menjawab pertanyaan.
Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan dapat mencapai
hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka

tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh

“8 bid. hlm 33.
49 patrick Devin. The Criminal Prosecution in England. London: Oxford University Press. 1966,
him. 26.
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karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap

tersangka atau terdakwa”.

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas
penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan
pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum
dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di

dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan,

sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Hal penuntut umum diatur dibagian ketiga Bab 1V KUHAP.
Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 (dua)
buah pasal yaitu, Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 KUHAP itu

diperinci berwewenang tersebut sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu;

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam

penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
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c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan
atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahan
setelah perkaranya di limpahkan oleh penyidik;

d. Membuat surat dakwaan;

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada
sidang yang telah ditentukan;

Melakukan penuntutan;
Menutup perkara demi kepentingan hukum;

I. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan
undang-undang ini;

J.  Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai
wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini
berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa.
Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya
tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan
penyidikan meskipun dalam arti insidential dalam perkara-perkara
berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis

yuridisnya.

Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang
menganut sistem tertutup demikian dan juga pemisahan yang tajam
antara penyidikan dan penuntutan. Hukum acara pidana yang
berlaku diberbagai negeri, tidak satu pun yang menganut sistem
ini. Amerika Serikat misalnya menganut sistem terbuka. Artinya,
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pada umumnya polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam
hal-hal tertentu, jaksa atau public ottorney dapat terjun langsung

dalam penyidikan perkara.>

Hal ini dapat disimpulkan dari tulisan Weston dan Wells

sebagai berikut:

The prosecuting attorney is the key law enforment office in the
particular area over which he has jurisdiction. In this area the
pontentialities of the office are limited only by the intelligence,
skill, and legal and political capacity of the incumbent. In the
formidable list of duties often assigned to this public official, the
interest of the state almost entirely in his own investigation, or
evidence submitted to him by police or others, whether a criminal

offence has been commited...%)

(Penuntutan umum merupakan pejabat penegak hukum penting
dalam daerah khusus yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam
daerah ini, kemampuan penuntut umum hanya dibatasi oleh
kecerdasan, kecakapan, dan kemampuan pengetahuan hukum serta
politik pejabat tersebut. Dalam daftar kewajiban-kewajiban yang
sering diberikan kepada penuntut umum ini, hampir semua seluruh
kepentingan negara ada di dalam tangannya. Dia adalah pejabat
kuasa kehakiman yang menentukan apakah suatu delik telah
dilakukan berdasarkan penyidikan sendiri atau bukti-bukti yang

diserahkan kepadanya oleh polisi atau yang lain-lain).

Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa posisi
penuntut umum di Amerika Serikat adalah posisi sentral dalam

penegakan hukum. Mereka adalah ahli hukum yang di pandang

50 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

51 Paul B. Weston & Kenneth M. Wells, Law Enforcement and Criminal Justice. Pacific Palisades.
Goodyer Publishing Company, 1972, him. 164.
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cakap di bidang itu. Perbedaan dengan negeri lain terletak pada
segi politiknya, karena penuntut umum disana dipilih oleh rakyat
daerah masing-masing kecuali 2 (dua) negara bagian. Oleh karena
itulah dikatakan bahwa penuntut umum itu harus mampu pula di

bidang politik.

Begitu pula acara pidana Belanda, dapat di baca tulisan Van

Bemmelen yang mengatakan sebagai berikut:

...Immers tot de taak van een gedeelte van het OM (nl. De offieden
van justitie) behoort ook de opsporing van strafbare faiten (artikel
141. En 148 Sv)...

(...Karena sebagian tugas dari penuntut umum (yakni de officieren
van justitie) seharusnya meliputi juga penyidikan delik (Pasal 141,
1 dan 148 Sv...)

Menurut Van Bemmelen, dalam hal penyidikan ini,
penuntut umum bertanggung jawab secara hierarkis pula.®? Pasal
141 ayat (1) Sv. itu menentukan 7 (tujuh) macam pejabat yang
dibebani menyidik delik antara lain, tersebut pertama ialah de
officieren van justitie (jaksa), walikota menempati urutan ketiga,

dan Koprs Polisi Negara pada urutan keempat.

Hampir sama dengan Amerika Serikat ialah The Code of

Criminal Procedure of Japan, pada Pasal 191 (1) :

A public prosedutor may, if he deems necessary, investigate

an offence himself (1).

A public prosecutor’s assistant officer shall investigate an

offence under the instruction of a public prosecutor (2).

52 J.M. Van Bemmelen. Op. cit., him. 104, 105.
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(Seorang penuntut umum dapat, jika ia dianggap perlu,
menyidik sendiri sesuatu delik (1)).

(Seorang pembantu penuntut umum menyidik suatu delik

dibawah petunjuk seorang penuntut umum (2)).

Lebih tegas dan lebih nyata kepemimpinan penuntut umum
dalam penyidikan delik tercantum dalam Swedish Code of Judicial

Procedure.

The preliminary investigation is initiated either by a police
authority or by the prosecutor. If the invitigation is initiated
by a police authority and the matter is not of simple nature,
the prosecutor shall take over its conduct as soon as
someone reasonably can be suspected of the offence for
special cause, the prosecutor shall also take over the

direction of the ivnestigfation in other situations.

(Perwira-perwira dan petugas-petugas polisi kehakiman
ditempatkan dibawah pengawasan jaksa tinggi. la dapat
menuntut kepada mereka untuk mengumpulkan semua
informasi yang di pandang-pandang berguna bagi suatu

pelaksanaan peradilan yang baik).

Menurut KUHAP seperti yang telah dikemukakan di muka,
tertutup kemungkinan bagi penuntut umum Indonesia melakukan
penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah
dimulai oleh polisi. Dalam hal pengawasan, masih tersirat secara
samar-samar peranan penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini

dapat disimpulkan dari bunyi beberapa pasal, antara lain Pasal 110:

“Dalam hal menyidik telah selesai melakukan penyidikan,
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu

kepada penuntut umum” (1).
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“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil
penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap,
penuntut umum segara mengembalikan berkas perkara itu

kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi” (2).

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil
penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan
penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
(3). Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14
(empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil
penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir
telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum
kepada penyidik” (4).

Dalam Pasal 109 KUHAP dikatakan:

“Dalam hal penyidik telah dimulai melakukan penyidikan
suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (1).

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata
bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan
demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu

kepada penuntut umum (2).

“Dalam hal penghentian tersebut, pada ayat (2) dilakukan
oleh penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b pemberitahuan mengenai hal itu segera

disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum? (3).

Dalam Pasal 109 ayat (1) tersebut, hanya dikatakan
memberitahukan tidak wajib memberitahukan. Lagi pula tidak ada

ketentutan yang memerintahkan penghentian penyidikan karena
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kurang alasan. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2)
hanya disebutkan®... disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jadi, tidak
disebut kemungkinan penuntut umum memerintahkan untuk tidak

meneruskan penyidikan karena tidak ada alasan.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP pun yang
dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, tidak terdapat penjelasan

mengenai masalah ini.>3

KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi) juga berwenang
menetapkan tersangka dalam tahap penyelidikan. Penyelidik diberi
serangkaian tugas untuk menemukan alat bukti yang cukup. Jika
penyelidik sudah menemukan, sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHAP,
mereka menyampaikan laporan kepada KPK. Kewenangan
menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan ada di tangan
penyelidik. Tugas penyelidik hanya mencari 2 (dua) alat bukti
permulaan yang cukup dari informasi dan keterangan saksi,

dokumen, dan lainnya berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHAP.

Penemuan 2 (dua) alat bukti permulaan tersebut dilaporkan
kepada pimpinan lembaga antikorupsi. Jika KPK kemudian
mengambil sikap akan melanjutkan, maka bukan penyelidik atau
penyidik yang menetapkan tersangka tetapi badan KPK itu sendiri.
Proses hukum yang berlangsung di KPK memang sedikit berbeda
dengan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan penetapan
tersangka dalam KUHAP berada di tahap penyidikan oleh tim
penyidik.

Dalam KUHAP yang berfungsi dan bertugas mencari dan
menemukan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai

tersangka, seperti dalam Pasal 1 butir 14. Proses penyelidikan

53 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 80.
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merupakan kegiatan mencari dan menentukan peristiwa pidana
dengan tujuan supaya dapat dilakukan penyidikan. Jika tahap
penyelidikan ditemukan peristiwa tindak pidana perkara kemudian
dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya penyidik mencari dan
menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk dibawa ke
penuntutan. Pada tahap ini, penyidik menetapkan seseorang yang

disidik sebagai tersangka.>

54 http://mcnnindonesia.com/nasional/20150406114518-12-4435/penetapan-tersangka-kpk-bisa-
dilakukan-di-tahap-penyelidikan/ diakses pada Rabu, 25 November 2015 pukul 22.00 WIB.
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BAB Il

Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan

3.1 Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi
ketentuan universal. la menjadi ciri pula suatu negara hukum. The
Universal Decralaration of Human Rights, pada Pasal 10

mengatakan sebagai berikut :

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by
an independent and impartial tribunal in the determination of his

rights and obligation and of any criminal charge against him.

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan
suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang
merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang
ditunjukan kepadanya).

Everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for act violating the fundamental rights granted

him by the constitution or by law.

(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-
hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak
dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara

atau undang-undang).®®

Pasal 24 UUD 1945 setelah diamandemen ke-3 dan ke-4
berbunyi sebagai berikut :

55 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 99.
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1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi;

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dengan undang-undang.

Pasal 24 UUD 1945 yang asli tidak memerinci jenis
peradilan seperti peradilan umum dan seterusnya, tidak
menyebutkan  tentang Mahkamah  Konstitusi.  Sebaliknya,
kejaksaan (Jaksa Agung) yang dulu masuk kekuasaan kehakiman
sama dengan zaman kolonial, dengan adanya kata-kata: ”...dan
lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang” dalam Pasal
24 yang asli, sekarang menjadi “badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-

undang (ayat 3).

Dalam amandemen UUD 1945 ini ialah kepolisian masuk
dalam UUD 1945, sedangkan kejaksaan (Jaksa Agung) akan diatur
dengan undang-undang. Kedudukan para hakim yang dimaksud
diatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang
dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara

pidana.

Yang tertulis rapih belum tentu benar-benar terjamin
pelaksanaannya. Paling mencolok ialah pelanggaran yang
diciptakan oleh Orde Lama dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1964, dimana diatur tentang campur tangan presiden dalam

peradilan. Setalah undang-undang tersebut dicabut dan tercipta
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undang-undang pokok tersebut dimuka maka jaminan kebebasan

tersebut sekali lagi ditegaskan secara formal.®

Secara materiil masih merupakan hal yang meragukan.
Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan
pengadilan tersebut. Oemar Seno Adji pun ragu-ragu mengenai ini
dengan menulis sebagai berikut:

“Apa yang penulis dengar mengenai practical application
mengenai Pasal ini, tampaknya tidak bevorderlijk (kondusif) bagi
perkembangan hukum kita. la kadang-kadang menimbulkan tanda
tanya, apakah kita ernstigmenen (percaya) dengan negara hukum
kita. la kadang-kadang berupa berat ringannya hukuman yang
harus dijatuhkan, apakah perkara diteruskan ataukah tidak. Dan
yang pernah penulis dengar, dapat menimbulkan pertanyaan: quo
vadis dengan pelaksanaan hukum itu. Apakah kita harus
menenangkan hati nurani sendiri (in gemoed afvragen) dan tidak
menjadi gelisah, jika kita mendengar bahwa seseorang harus
dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk
menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya

memang tidak merupakan suatu tindakan pidana?” >’

Apa yang disebut itu adalah faktor gangguan dari manusia
yang berada diatas atau disamping hakim tersebut. Selain itu,
masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan hakim yaitu

faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya.

Dengan gaji atau pendapatan hakim yang sangat rendah
sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa hakim dan
pengadilan itu benar-benar bebas dalam menerapkan hukum.

Begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan hukumnya,

56 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

him. 100.

7 Oemar Seno Adji. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga. 1980, him. 47.
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sebagai akibat keadaan lingkungan yang demikian, sulit untuk
dipercaya bahwa benar-benar hakim telah menguasai sepenuhnya

hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.

Sebagai akibat keraguan kita dalam hal kejujuran dan
kemampuan hakim itu, kadang-kadang kita meragukan pula
yurisprudensi yang diciptakan oleh pengadilan yang tertinggi

sekalipun.

Hakim Mohamad Suffian dari Pengadilan Federal Malaysia
di Konferensi Lawasia di Kuala Lumpur mengatakan sebagai
berikut :

“Untuk memiliki hakim-hakim yang tak memihak dengan
sendirinya mereka harus diangkat dari orang-orang yang cakap dan
berpengalaman. Di Inggris merupakan kegiatan untuk mengangkat
hakim-hakim dari kalangan para advokat yang terkemuka, dan oleh
karena itulah seorang hakim di Inggris mendapat gaji yang besar

sekali.”

Tasrif menyebut gaji hakim di Inggris mengutip keterangan
Mohamad Suffian tersebut adalah $10,000.- setiap tahun. *® kalau
gaji tersebut dikurs dengan rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku
pada tahun 1993, berarti kira-kira Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima

ratus ribu rupiah) sebulan.

Seandainya hakim Indonesia bergaji 3 juta sebulan saja,
maka dapat dijamin bahwa mereka akan bebas dari tekanan
ekonomi, dan dengan sendirinya diharapkan akan bebas pula

menerapkan hukum seadil-adilnya.

Hakim, berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus

benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan

%8 S, Tasrif, op. cit., him. 83-84.
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kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepat sekali apa
yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

“... Tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan
dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam
melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif
memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan

hukum yang berlaku dalam suatu negara.”

“Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in
concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan
melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim
harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah

dilanggar.”

Menurut sistem yang dianut di Indonesia seperti telah
dikemukakan di muka, pemeriksaan di sidang pengadilan yang
dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi
kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada
penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran
materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segalanya yang
diputuskannya. Tidak benar pendapat yang menyatakan hakim
harus pasif dan hanya memimpin sidang dan mendengarkan
keterangan pihak-pihak belaka. Mungkin hanya dalam sistem
akusator (accusatior) murni yang berlaku hal demikian. Seperti
telah dikemukakan dimuka, tiada negara yang menganut akusator

murni seperti itu.

Walaupun Amerika Serikat menganut sistem juri dapat
dikatakan tidak berlaku akusator murni. Hakim di Amerika Serikat

mengumpulkan bukti-bukti kemudian memberi komentar atas

%9 Wirjono Prodjodikoro. Bunga Rampai Hukum, him. 26-27.
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bukti-bukti tersebut. Dengan demikian, ia dapat memanfaatkan
pengalaman dan kecakapannya untuk membantu juri menemukan
keputusan yang tepat. Apabila ia melaksanakan hak prerogratifnya
untuk memberikan komentar, ia telah meninggalkan peranan
sebagai wasit (referee) dan penilaiannya terhadap bukti-bukti dapat
menjadi pengaruh besar bagi juri karena juri menghormati posisi

hakim.°
Oemar Seno Adji pun berpendapat demikian, sebagai berikut:

“Kadang-kadang diambillah suatu kesimpulan, bahwa tidak
mungkin Kkita mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana dalam
suatu negara itu menganut sistem yang murni accusatior dan murni
inquisitoir melainkan ia mengandung suatu campuran dari kedua-
duanya, accusatoir dan inquisatoir, khususnya apabila
dikemukakan adanya karakteristik tertentu untuk membeda-
bedakan kedua sistem tersebut. Misalnya dipergunakan sebagai
suatu kriterium adanya suatu pemeriksaan yang terbuka ataupun
tertutup terhadap orang yang dituduh melakukan suatu tindak
pidana. Dengan sendirinya ia menimbulkan suatu stelsel campuran,
karena umumnya dalam pemeriksaan pendahuluan kita menerima
suatu pemeriksaan yang tidak terbuka sifatnya, sedangkan
pemeriksaan di persidangan pengadilan adalah terbuka untuk

umum...”

“Oleh karena itu, identifikasi suatu system accusatoir ataupun

inquisitoir dengan sifat demokratis ataupun sifat nondemokratis

dari Hukum Acara Pidana yang berlaku tidak dapat dibenarkan.” ©

60 James L. LeGrande. The Basic Prosesces of Criminal Justice. London: Glencoe Press. HIm.131.
61 Oemar Seno Adji. Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi. Jakarta: Erlangga: 1976, him. 267-

268.
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Menurut pendapat penulis, aktif tidaknya hakim dalam
pemeriksaan sidang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu
pemeriksaan inkusitor (inquisitoir) ataukah akusator (accusatoir).
Menurut sistem yang dianut di Indonesia dan Belanda, hakim lebih
aktif dalam pemeriksaan sidang daripada di Amerika Serikat
seperti tersebut di muka. Bahkan dapat dikatakan hakim Indonesia
seharusnya lebih aktif lagi daripada hakim di Negeri Belanda
karena baik menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk mengadili,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, penjelasan Undang-Undang Darurat NR 2 Nomor 1
Tahun 1951).62

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan
diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. % Dengan berlakunya
KUHAP maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan
keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat
menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi lama
yang didasarkan pada HIR, tentu banyak yang telah tidak sesuai

dengan peraturan acara yang baru.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan
masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi.
Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia
menciptakan hukum, Wirjono Prodjodikoro menolak pendapat
orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurut
beliau hakim hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim katanya
mendekati pembuatan undang-undang tetapi tidak sama. Beliau

berpendapat bahwa walaupun Ter Haar menyatakan isi hukum adat

62 prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 104.
83 Wirjono Prodjodikoro, op.cit., him. 29. R. Supomo. Bab-Bab Hukum Adat, him. 41.
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baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada beberapa
putusan dari penguasa terutama para hakim, ucapan Ter Haar itu
pun tidak dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain
penguasa itu terciptalah hukum ada, tetapi hanya merumuskan

hukum adat itu.%*

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada
yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin).
Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn berpendapat sejajar
dengan Wirjono Prodjodikoro tersebut di muka. Di Negeri Belanda
katanya hakim tidak kepada keputusan-keputusan hakim-hakim
lain dan juga tidak terkait kepada keputusan-keputusan hakim-
hakim lain dan juga tidak kepada hakim-hakim yang lebih tinggi.
Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap
dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain
dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi
tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan
keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis

tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.%

Indonesia sama dengan Belanda dalam hal hakim-hakim
tidaklah wajib mengikuti atau terkait dengan putusan hakim yang
lebih tinggi. Berbeda dengan yang berlaku di Inggris, Amerika
Serikat, dan Afrika Selatan di mana hakim-hakim terikat kepada
putusan-putusan hakim-hakim yang secara hirarkis lebih tinggi

daripadanya atau sama.

Di negeri-negeri common law, yurisprudensi menjadi

sumber hukum formal The judge made law atau common law

& Wirjono Prodjodikoro, ibid.
8 L. J. Van Apeldoorn. Inleiding tot de studie van het Ned. recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
1951, him. 119.
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mendapat tempat sangat penting disamping hukum undang-undang
(statute law).%®

Menurut pendapat penulis, dalam keadaan masyarakat dan
negara kita yang masih menanjak (take off) di dalam segala hal
belum tercipta aparat penegak hukum terutama hakim yang mapan,
maka sangat berbahaya jika hakim-hakim yang lebih rendah
diwajibkan mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi. Hakim
yang lebih tinggi itu dalam keadaan seperti sekarang ini masih
kadang-kadang sebaya dengan hakim yang lebih rendah dalam
pengalaman dan pengetahuan.®’

Berbeda dengan Inggris misalnya, di sana telah tercipta
korps hakim yang mapan, yang pada umumnya diangkat dari pada

ahli hukum yang termasyhur, terutama dari advokat.

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan
tentang posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah
tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena
dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada
yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak
berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat
perumusan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat
(1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

membeda-bedakan orang.”

Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak
menjalankan perintah pemerintahan. Bahkan jika harus demikian
menurut  hukum, hakim dapat memutuskan menghukum
pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang
tercantum dalam KUHAP.

%6 |bid., him. 121.
7 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 106.
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Walaupun hakim itu diangkat dan digaji oleh pemerintah,
namum ia tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak
dipengaruhi oleh pemerintah. Berhubung dengan kedudukannya
yang istimewa itu ia perlu mendapat menjamin jaminan yang

cukup.

Berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, hakim mendapat
tunjangan jabatan yang relatif lebih baik dari pejabat-pejabat yang
lain. Syarat-syarat pengangkatan, kedudukan serta pemberhentian
pejabat-pejabat pengadilan harus menjadi landasan pokok bagi
hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan
hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak terpengaruh oleh
aliran politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan-kepentingan

yang lain dalam masyarakat.

Hakim yang tidak memihak merupakan fundamen dari
suatu negara hukum. Untuk menjamin agar hakim itu tidak
memihak maka dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung
(UU Nomor 14 Tahun 1985) pada Pasal 10 dikatakan, bahwa
Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

a. Pelaksana putusan Mahkamah Agung;

b. Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu
perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;

c. Penasihat hukum;

d. Pengusaha.

Selain daripada itu jabatan lain yang tidak boleh dirangkap
oleh Hakim Agung akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Memang masih banyak jabatan yang menurut UUD 1945 tidak
boleh dirangkap oleh Hakim Agung, seperti anggota DPR, DPA,
BPK, Menteri, dan sebagainya. Hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal
24 dan 25 UUD 1945 dan penjelasannya.
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Ketentuan ini mirip dengan Pasal 37 RO, tetapi ketentuan
RO lebih luas, karena ditambahkan bukan pihak-pihak yang
bersangkutan tetapi juga kepada advokat atau pokrol yang
mewakilinya. Untuk menjamin agar hakim betul-betul tidak
memihak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan
bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman).

Selanjutnya dari pihak terdakwa dapat dicatat ketentuan
pasal Undang-Undang Kekuasan Kehakiman yang mengatakan
bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang
memeriksa perkaranya. Hak ini dapat dipergunakan oleh terdakwa
merasa bahwa hakim yang bersangkutan tidak akan dapat bersifat
adil kepada terdakwa.®®

3.1.1 Kekuasaan Mengadili

Kekuasaan mengadili pada peradilan umum. Di samping
peradilan umum, dikenal pula peradilan lain seperti peradilan tentara,

peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Tugas peradilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua
delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia
yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Yang penulis
maksud di sini dengan pengadilan ialah yang termasuk peradilan
umum, jadi pengadilan militer yang mempunyai yuridiksi sendiri

terhadap pelaku delik orang militer merupakan kekecualian.

68 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

him. 107.
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Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang
biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian
kekuasaan mengadili (attribute van rechtmascht) kepada suatu
macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan
lain.

2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian
kekuasaan mengadili (distributie van rechtsmacht) di antara

satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

Yang tersebut pertama disebut kompetensi mutlak (absolute
kompetentie) dan yang kedua disebut kompetensi relatif (relatieve

kompetentie).

Pada tingkat pertama mungkin selain dari pengadilan negeri
ada pengadilan lain yang berwenang mengadili suatu perkara,
misalnya pengadilan tentara, pengadilan agama (misalnya tetang
nikah, talak, dan rujuk) pengadilan administrasi, dan lain-lain.

Semua ini disebut kompetensi mutlak (absolut). Dahulu
sewaktu masih berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara
1950, Mahkamah Agung juga mengadili pada tingkat pertama,
yaitu terhadap orang-orang atau pejabat-pejabat yang mempunyai
forum privilegiatum (pengadilan khusus) seperti presiden, wakil
presiden, para menteri, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR,
ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung,
dan seterusnya. Begitu pula pengadilan tinggi sewaktu masih
berlakunya  Peraturan  Penguasa Perang Pusat tentang
Pemberantasan Korupsi 1958, mengadili pada tingkat pertama
gugatan tentang perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang diajukan oleh Badan Pemilik Harta Benda.
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Jika sudah dapat dipastikan bahwa pengadilan negerilah
yang berwenang mengadili perkara (pidana) itu pada tingkat
pertama, bukan pengadilan lain seperti tata usaha negara,
pengadilan agama, atau pengadilan militer maka yang dipersoalkan
ialah pengadilan negeri yang mana berwenang. Inilah yang disebut

kompetensi relatif.5®

KUHAP mengatur masalah kompetensi relatif ini dalam
Pasal 84, 85, dan 86. Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai

tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya” (1).

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa
bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau
ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,
apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil
lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan
pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu
dilakukan” (2).

“Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana
dalam daerah hukum pengadilan negeri maka tiap pengadilan

negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu”

3).

“Terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut
pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum
pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri
dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara
tersebut” (4).

89 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 108.
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Dalam penjelasan Pasal 84 KUHAP ini dikatakan bahwa
cukup jelas. Yang belum jelas menurut penulis ialah tentang
kalimat terakhir ayat (4) Pasal 84 itu, yang mengatakan ... dibuka
kemungkinan  penggabungan perkara tersebut.”  Apakah
penggabungan tersebut atas inisiatif penuntut umum ataukah oleh
pengadilan negeri itu. Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 151
KUHAP, tentang memutus sengketa dan tentang wewenang
mengadili, hal itu tidak disebut. Hanya dalam Pasal 150 dikatakan

sebagai berikut:
“Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang
mengadili atas perkara yang sama,
b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak

berwenang mengadili perkara yang sama.”

Pengecualian tentang kompetensi relatif yang tersebut pada
Pasal 84 di muka, terdapat dalam Pasal 85 KUHAP, yang

mengatakan sebagai berikut:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan
negeri untuk mengadili suatu perkara maka atas usul ketua
pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan,
Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk
menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang
tersebut pada Pasal 84 KUHAP untuk mengadili yang

dimaksud”.”®

Yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan

dijawab oleh penjelasan pasal tersebut yang mengatakan:

antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam”.

70 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 109.
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Dengan demikian, masih belum jelas, karena adanya kata “antara
lain” yang berarti masih ada alasan lain yang dapat dipakai untuk

itu.

Kekecualian yang tersebut pada ayat (2) Pasal 84 KUHAP
yang menentukan bahwa pengadilan negeri di luar wilayah
hukumnya delik dilakukan tetapi di dalam daerah hukumnya
terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia
ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara
terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi
yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu
daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam

daerahnya tindak pidana dilakukan.

Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 252
HIR. Dalam hal ini ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang
menentukan bahwa apabila karena suatu sebab perkara-perkara itu
diajukan kepada beberapa pengadilan negeri bersama-sama maka
yang harus melanjutkan pemeriksaan perkara ialah pengadilan
negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, atau
apabila terdakwa ditahan, pengadilan negeri yang didaerah
hukumnya terdakwa berdiam atau berada (putusan Mahkamah
Agung 22 Agustus 1955, termuat dalam majalah Hukum tahun
1957 Nomor 5-6).

Ketentuan lain tentang kompetensi mengadili ialah tentang
pengadilan negeri yang berwenang mengadili seorang yang
melakukan delik di luar negeri yang tercantum dalam Pasal 86
KUHAP. Disitu ditentukan bahwa dalam hal demikian maka
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili. Ini

dapat dibandingkan dengan Ned. S. yang mengatakan bahwa jika
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delik dilakukan dilakukan di luar negeri (Belanda) maka
pengadilan Amsterdam yang berwenang mengadili.

Tentang sengketa wewenang mengadili yang tercantum
dalam KUHAP Pasal 150, diberikan batas kapan suatu sengketa
wewenang mengadili terjadi. Yang pertama ialah kalau dua
pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili
perkara yang sama. Yang kedua ialah kalau dua pengadilan atau
lebih mengatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yg
sama. Pengadilan yang berwenang memutuskan sengketa tersebut
ialah pengadilan tinggi jika dua atau lebih pengadilan negeri yang
berkedudukan diwilayah hukumnya bersengketa dan Mahkamah

Agung jika:

a. Antara pengadilan dari suatu lingkungan peradilan dengan
pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;

b. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah
hukumnya pengadilan tinggi yang berlainan;

c. Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.™
Semua diatur dalam Pasal 151 KUHAP.

Dalam Pasal 148 KUHAP ditentukan bahwa jika seseorang
ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana yang
diterimanya tidak termasuk wewenang pengadilan yang
pimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia
menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan
negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya. Untuk itu

dibuat surat penetapan tentang alasannya.

Surat penetapan beserta surat pelimpahan perkara

diserahkan kepada penuntut umum dan kejaksaan negeri tersebut

7L Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
him. 111.
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meneruskan kepada kejaksaan negeri ditempat pengadilan negeri
yang disebut di dalam surat penetapan.

Dalam hal ini, penuntut umum dapat mengajukan
perlawanan pada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam 7
(tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima. Ini perlu
diperhatikan, bukan pada waktu pengiriman atau dibuatnya surat
penetapan tersebut. Dalam menjelaskan Pasal 148 ayat (1) KUHAP
yang mengatu hal ini dikatakan cukup jelas. Jika perlawanan yang
diajukan oleh penuntut umum melewati tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah penetapan tersebut diterima maka perlawanan tersebut
batal.

Dalam Pasal 149 ayat (1) butir d KUHAP dikatakan bahwa
pengadilan negeri yang menerima perlawanan tersebut wajib
meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi uang
bersangkutan. Tidak jelas tentang saksinya jika pengadilan negeri
terlambat mengirim perlawanan tersebut ke pengadilan tinggi.
Dalam penjelasan Pasal itu dikatakan cukup jelas. Menurut
pendapat penulis jika pengadilan negeri terlambat mengirim
perlawanan tersebut ke pengadilan tinggi maka tidak
mengakibatkan batalnya perlawanan itu. Ini hanya merupakan
kewajiban administrstif pengadilan negeri tersebut, yang pada
gilirannya mendapat penilaian administratif dari atasannya
(pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung).

Apabila pengadilan tinggi menguatkan perlawanan
penuntut umum maka dengan surat menetapkan diperintahkan
kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan
perkara tersebut (Pasal 149 ayat (3) KUHAP). Sebaliknya jika
pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri,

pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut

66



kepada pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 149 ayat (4)
KUHAP).”

3.1.2 Kekuasaan Kehakiman Setelah Orde Baru

Dibanding dengan wewenang dan tugas kejaksaan seperti
telah dikemukakan dimuka, jauh mundur dari batas-batas HIR
(tidak lagi mempunyai wewenang menyidik, tidak juga mempunyai
wewenang penyelidikan lanjut dan koordinasi alat-alat penyidik
yang lain) maka wewenang dan tugas pengadilan jauh maju dari
batas-batas HIR, dan dapat dikatakan telah sejajar dengan negara-
negara maju, bahkan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pengadilan telah lebih maju dari negeri Belanda. Hal ini

akan diuraikan dibelakang.

Bertambah luas wewenang tersebut antara lain dapat
disebutkan tentang diperkenalkannya lembaga baru yang
dinamakan Praperadilan yang mirip dengan rechtercommissaris di
negera Belanda atau judge d’Instruction di Prancis. Menurut Van
Bemmelen, pekerjaan rechtercommissaris ini kadang-kadang lebih
berat dari hakim disidang pengadilan. Kesulitannya dibidang
intelektual, sedangkan hakim di sidang pengadilan di bidang

etika.”
Menurut KUHAP, wewenang Praperadilan ini ada dua:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

menyidikan atau menghentikan penuntutan;

72 prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

him. 112.

3 J.M. Van Bemmelen, op. cit.,hlm. 136.
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b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan.

Wewenang pengadilan juga bertambah dibidang pemberian
putusan ganti kerugian menurut Pasal 96 KUHAP. Keputusan itu
diberikan dalam bentuk penetapan. Terutama yang berhubungan
dengan penahanan yang tidak sah hakim mempunyai untuk
memutuskan kepantasan memberikan ganti rugi tersebut (naar het

oordeelfandenrechter, opgronden van billijkheid).”

Sebelum berlakunya KUHAP wewenang hakim dalam
banyak hal tidak hanya terletak dibidang mengadili, tetapi juga
dibidang penuntutan. Memang benar seperti yang telah
dikemukakan dimuka, penuntutan dalam arti kebijakan (beleid)
dimonopoli oleh jaksa, akan tetapi dalam hal tindakan penuntutan
(daden van vervolging) ada di tangan hakim. Setiap tindakan baik
oleh jaksa maupun oleh hakim yang ditujukan terhadap tersangka
merupakan tindakan penuntutan dalam arti mengantar dia ke
sidang pengadilan. Contoh tindakan penuntutan yang ada ditangan
hakim ialah perpanjang penahanan dan penentuan sidang atau

pemanggilan (dagvaarding).’

Telah dikemukakan bahwa wewenang dan tugas pengadilan
menurut KUHAP telah maju pada bidang pelaksanaan putusan
hakim. Dalam HIR pelaksanaan putusan hakim dipercayakan
sepenuhnya kepada jaksa. Dalam Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman pada Pasal 33 ayat (2) telah ditentukan bahwa
pengawasan putusan hakim dilakukan oleh ketua pengadilan yang
bersangkutan dan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dengan

undang-undang. Undang-undang yang dimaksud telah menjelma,

74 Oemar Seno Adji. Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, him. 254.
5 J.M. Van Bemmelen, op. cit., him. 87-88.
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yaitu KUHAP pada Pasal 277 diatur bahwa setiap pengadilan harus
ada hakim yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan
dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan

pidana rampasan kemerdekaan.

Ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap putusan
yang telah dijatuhkan merupakan hal yang baru dalam hukum acara
pidana di Indonesia. Bahkan di negeri Belanda pun belum diatur
tentang hal itu. Oemar Seno Adji telah menulis tentang hal ini

(sebelum keluarnya KUHAP) sebagai berikut:

“la merupakan suatu novum dalam kehidupan hukum Kita
yang memerlukan penelitian lebih lanjut dalam hukum
acara pidana yang akan datang. Dalam hukum positif yang
sekarang berlaku di negeri Belanda pun barang yang tidak
dikenal, meskipun dalam waktu-waktu terakhir ini ia

merupakan buah pembicaraan disana”.”®

Menurut Noyon Langemeijer, Bewerkt door J. Remmelink
I, halaman 768 dan seterusnya Oemar Seno Adji juga menunjuk
Congres op the Straftoemeting yang diselenggarakan di negeri
Belanda pada tanggal 28 Februari - 1 Maret 1969, yang antara lain
menyatakan bahwa adalah wenselijk untuk mengadakan seorang
executierechter untuk putusan yang diambil sesudah hukumnya
atau tindakan (maatregelen) dapat dilaksanakan
(voortenuitvoerlegging vatbaar) itu diterima dalam konklusi-
konklusi kongres tersebut dengan mayoritas besar, sedangkan

minoritas kecil sekali tidak memberikan suaranya.’’

76 Oemar Seno Adji. Hukum-Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga. 1980, him. 9.
7 Oemar Seno Adji, ibid, him. 9.
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Dengan demikian, KUHAP Indonesia telah mendahului
negeri Belanda dalam hal pengawasan hakim terhadap pelaksanaan

putusan hakim yang dilakukan oleh penuntut umum.

Perlu dikemukakan disini tentang hubungan hakim dengan
undang-undang yang harus diterapkan. Pada abad yang lalu di
Eropa dianut suatu pendapat bahwa hakim itu hanyalah mulut
undang-undang. la tidak dapat memberikan pendapat tentang suatu
undang-undang. Ini sejalan dengan pendapat yang mengutamakan
kepastian hukum. Kalau hakim diberikan wewenang menafsirkan
undang-undang atau menemukan hukum sendiri langsung ke

masyarakat maka kepastian hukum akan terganggu.

Pendapat ini dijelaskan oleh Montesquieu dalam bukunya

De’l esprit de lois yang mengatakan sebagai berikut:

Dans le gouverment republicain, il est de la nature de la
constitution que les juges suivent la letter de la loi... Les
juges de la nation ne sont qui la bouche qui pronounce les
parolesde la loi des etres inanimes qui n’en peuvent

moderer ni la foce ni la rigueur.

(Dalam suatu negara yang berbentuk republik, sudah
sewajarnya bahwa menurut undang-undang dasarnya para
hakim menjalankan tugasnya sebagai dengan apa yang
tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara
tersebut adalah tidak lain hanya merupakan mulut yang
mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang
tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai

daya berlakunya, maupun kekerasannya).’

8 Kartono. Peradilan Bebas. Jakarta: Pradnya Paramita. 1972, him. 11.
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Aliran ini berlanjut ke Indonesia dibawa oleh Belanda dan
dituangkan dalam Pasal 22 Algemene Bepalingen van Wetgeving

yang mengatakan sebagai berikut:

De rechter, die weigert recht te spreken, onder voorwendsel
van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan

uithoofde van rechtsweigering vervolg worden.

(Hakim yang menolak mengadili suatu perkara dengan
alasan tidak adanya undang-undang, atau undang-undang
tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena tidak

mau mengadili).

Pasal ini dapat dikatakan terjemahan Pasal 4 Code Civil.”
Begitu pula Pasal 15 AB yang mengatakan sebagai berikut:

Behoundens de uitzonderingen omtrent de Indonesiers daar
mogelijk gestelde personen vastgesteld, geeft gewoonte

geen recht, dan allen wanner de wet daarop verwijst.

(Kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan
bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang persamakan
dengan orang-orang Indonesia maka kebiasaan (atau adat)
tidak menciptakan hukum kecuali kalau undang-undang

menunjuknya).

Mulai abad awal abad ke-20 di Eropa mulai orang
berpendirian lain. Mulai dipikirkan kebebasan hakim dalam
menerapkan undang-undang. Ajaran yang menghendaki penemuan
hukum secara bebas disebut Diefreirechtslehre. Alasan yang
dikemukan mereka ialah bahwa undang-undang itu selalu tidak

lengkap, selalu terdapat kesenjangan didalamnya. Untuk mengisi

7% Kartono. Ibid, him. 12.
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kekosongan dan kesenjangan itu, hakim berkewajiban menemukan

hukum.

Alasan yang diajukan bahwa undang-undang selaku tidak
lengkap dan selalu ada kesenjangan didalamnya merupakan suatu
kebenaran. Tidak pernah ada undang-undang yang buatan manusia
itu dapat bertahan tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang
terus berkembang menjadi hukum dalam masyarakat. Tidak kurang
pentingnya dalam hal ini peranan para hakim yang selalu harus
mendekatkan diri pada masyarakat dan membuat keputusan-
keputusan yang hidup dapat diterima oleh masyarakat umum
berupa yurisprudensi disamping penemuan-penemuan baru oleh

para sarjana hukum berupa doktrin.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat
dua buah ketentuan mengenai hal ini. Yang pertama yaitu Pasal 16

ayat (1) yang mengatakan sebagai berikut:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya.”

Mengenai wewenang hakim untuk menguji suatu undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan bahwa
semula di Indonesia mengikuti negeri Belanda tidak
memungkinkannya. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950
dalam Pasal 95 ayat (2) tegas dikatakan bahwa undang-undang
tidak dapat diganggu gugat sama halnya dengan Pasal 124 ayat (2)
Grandwet Belanda. Dalam UUD 1945 tidak ditegas diatur hal ini,
tetapi dari sejarah pembentukan UUD 1945 dapat diketahui bahwa
maksud pembentukannya yaitu rapat PPKI menolak usul

Mohammad Yamin yang menghendaki agar kepada Mahkamah
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Agung diberi wewenang menguji suatu perundang-undangan
bertentangan dengan UUD 1945 atau hukum adat atau hukum
syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan UUD 1945
tidak menghendaki Mahkamah Agung mempunyai hak menguji

materiil &

Pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap

peraturan yang lebih tinggi mungkin dari dua segi berikut:

1. Segi materiil, artinya isi peraturan yang lebih rendah itu
bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi;

2. Segi formil, artinya pembentukan peraturan yang lebih rendah
itu tidak memenuhi syarat prosedur pembentukan peraturan

yang dimaksud.

Contoh yang sangat penting, Vaitu dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan
Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Pada Pasal 1 peraturan itu
ditetapkan bahwa “setiap orang dapat dengan bebas memperoleh

dan mempergunakan devisa,”

Ini jelas isinya bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa
khususnya Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa hendak melakukan ekspor seperti termaksud
dalam Pasal 7 berkewajiban untuk menutup kontrak valuta
suatu bank devisa dan menyerahkan piutang itu kepada
bank devisa, wuntuk diambil alih atau ditagih

pembayarannya.”

80 Moh. Kusnardi - Bintan R. Saragih. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-
Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia. 1983. him. 81.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 masih berlaku pada tahun
1982 sekarang sudah dicabut.

Kalau ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka termasuk delik
ekonomi (Pasal 33 Undang-Undang Devisa tersebut). Jadi, peraturan
pemerintah tersebut telah menyingkirkan peraturan undang-undang yang
lebih tinggi, bahwa merupakan delik pula.

Mengenai wewenang menguji suatu undang-undang terhadap
undang-undang dasar, perlu diketahui bahwa di dunia ini terhadap dua
sistem yang sangat berbeda mengenai hal itu (Mahkamah Agung) untuk
menguji suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-
undang dasar, dan yang kedua melarang hakim (Mahkamah Agung)

menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Negara-negara yang mengikuti sistem yang pertama ialah Amerika
Serikat, Federasi Jerman (Barat), Norwegia, Rumania, Italia, Australia,
Argentina, dan Jepang yang bahkan mempunyai ketentuan tambahan
dalam undang-undang dasarnya bahwa hakim (Mahkamah Agung) berhak
menyatakan suatu tindakan pemerintah inkonstitusional. Sedangkan
negara-negara yang mengikuti sistem yang kedua ialah Indonesia sebelum
amandemen UUD, Inggris, Afrika Selatan, Belgia, Swedia, Selandia Baru,
Rusia, Belanda, dan Prancis dengan suatu tambahan bahwa ada Committe
Constitutional yang bertugas menyelidiki apakah undang-undang yang

ditetapkan DPR (assemble nationale) tidak bersifat mengubah konstitusi.*

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen telah menyebutkan
tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini menentukan apakah suatu

pembuatan bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Semakin  dinamis  kehidupan = masyarakat  yang

menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal, sehingga hakim

81 R. Tresna. Peradilan di Indonesia dan Abad ke Abad. Jakarta. 1957, him. 113-114.
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dituntut untuk menghidupkannya seiring dengan perubahan dan
rasa keadilan masyarakat. Penemuan hukum merupakan salah satu
wadah vyang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi
kekosongan hukum sebagai implikasi dinamika hukum yang
berkembangan dalam masyarakat. Gambaran secara sempit yang
dimaksud penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo
adalah suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim
dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Sedangkan
menurut Paul Scholten penemuan hukum dalam artian luas
dimaknai sebagai sesuatu yang lain daripada hanya penerapan
peraturan-peraturan peristiwa. Kadang-kadang, dan bahkan sangat
sering peraturan harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi
maupun dengan jalan analogi ataupun rechtseverfijning

(kecanggihan hukum).®?

Dasar hakim dalam menemukan hukum telah diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang
redaksi lengkapnya berbunyi : Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang
diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas Coria
Novita yang menganggap hakim telah mengetahui hukum juga
merupakan asas yang perlu diperhatikan oleh hakim sebagai dasar

penguat bahwa hakim berkewajiban untuk menafsirkan peraturan.

Cara hakim dalam menemukan hukum dapat dilakukan
dengan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum. Metode
penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-
undang, tetapi tetap berpegangan pada Kkata-kata/bunyi
peraturannya. Sedangkan konstruksi hukum adalah penalaran logis

untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang

8 Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Pengantar llmu Hukum. Hal. 159.
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yang tidak lagi berpegangan pada kata-katanya, tetapi harus
memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun jenis-jenis
metode penemuan hukum melalui intepretasi hukum adalah

sebagai berikut :

a. Interpretasi Subsumptif yaitu hakim penerapan teks atau kata-
kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus tanpa
menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar
menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.

b. Interpretasi Gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata yang
berada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa.

c. Interpretasi Eksentif yaitu penafsiran yang lebih luas daripada
penafsiran Gramatikal, karena memperluas makna dari
ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan
kaidah tata bahasanya.

d. Interpretasi Sistematis yaitu menafsirkan undang-undang
sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-
undangan.

e. Interpretasi Sosiologi atau Teologi yang menafsirkan makna
atau subtansi undang-undang untuk diselaraskan dengan
kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.

f. Intepretasi Historis yaitu penafsiran berdasarkan sejarah
undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.

g. Interpretasi Komperatif yaitu membandingkan antara berbagai
sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim dapat
mengambil putusan sesuai dengan perkara yang ditanganinya.

h. Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi
sesuatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkrit.

I. Interpretasi Futuristis yaitu menjelaskan suatu undang-undang
yang berlaku sekarang dengan berpedoman dengan kepada

undang-undang yang akan diberlakukan selanjutnya jenis-jenis
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metode penemuan hukum oleh hakim dengan cara konstruksi

hukum adalah sebagai berikut:%

a.

b.

Analogi atau Argumentum peranalogian vyaitu
penemuan hukum yang mencari esensi dari peristiwa
yang khusus menjadi peristiwa yang umum.

Argumen a’ Contrario yaitu penalaran terhadap suatu
ketentuan undang-undang pada peristiwa tertentu,
sehingga secara a’ Contrario ketentuan tersebut tidak
boleh diberlakukan pada hal-hal lain atau kebalikannya.
Fiksi Hukum vyaitu penemuan hukum dengan
menggambarkan suatu peristiwa kemudian
mengungkapnya ada, sehingga peristiwa tersebut

menjadi suatu fakta baru.

8 bid, him. 176.
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BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH TIDAKNYA PENETAPAN
TERSANGKA DI PRAPERADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

4.1 Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini maka penulis akan memaparkan
kasus perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang pernah disidangkan dan
telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu

kasus dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima atau janji.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Hari Senin, 16 Januari 2015.

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diketahui:
Nama lengkap : Jendral Polisi Budi Gunawan SH,. M.Si,. PhD.
Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah

Umur dan Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 11 Desember 1959

Jenis Kelamin . Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : JI. Duren Tiga Barat IV No. 21, Pancoran, Jakarta
Selatan

Agama . Islam

Pekerjaan : Wakil KAPOLRI

Pendidikan : Master
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4.1.1 Kronologi Kasus

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-03/01/01/2015, dimana dalam Sprindik
tersebut secara tegas disebutkan bahwa Jendral Budi Gunawan melakukan
penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Jendral Budi Gunawan
pada saat menduduki jabatan selaku Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi
Sumber Daya Manusia Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia pada periode tahun 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ~ Surat Perintah  Penyidikan No. Sprin.Dik-
03/01/01/2015 yang menetapkan Jendral Budi Gunawan sebagai tersangka
dalam Kkasus tindak pidana korupsi diterbitkan oleh KPK setelah
dilakukannya penyelidikan tindak pidana korupsi oleh KPK vyang
dilaksanakan berdasarkan Nomor: Surat Perintah Penyidikan No.
Sprin.Dik-36/01/06/2014, tanggal 02 Juni 2014. Hasil penyelidikan
tersebut kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan
Nomor: LHP-04/22/01/2015, tanggal 12 Januari 2015, sesuai paparan yang
telah disampaikan dalam forum ekspose tanggal 12 Januari 2015 yang
didalamnya telah diputuskan untuk meningkatkan perkara Penyelidikan ke
tingkat Penyidikan. Keputusan untuk menaikan atau meningkatkan perkara
dari proses Penyelidikan ketingkat Penyidikan dilaksanakan berdasarkan
paparan tim Penyelidik yang menyatakan dan meyakinkan bahwa telah
ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang mengindikasikan adanya
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral Budi Gunawan
termasuk memaparkan bukti-bukti kualifikasi Jendral Budi Gunawan
sebagai Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara serta
kualifikasi lain sebagiamana dimaksud ketentuan Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 sehingga atas dasar tersebut KPK
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berwenang melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral Budi Gunawan.

4.1.2 Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka

Faktanya pada saat ini Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti
yang cukup untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh Pemohon pada pengadilan tindak pidana korupsi, termasuk
membuktikan tentang kualifikasi Pemohon sebagai subjek hukum yang

menjadi kewenangan Termohon untuk menangani perkara pokoknya.

Perlu dipahami bahwa seluruh proses pembuktian tersebut akan
menjadi pembuktian pada perkara pokok atau setidaknya akan selalu
berkaitan dengan subtansi perkara, oleh karenanya pembuktian atas bukti-
bukti yang diajukan dan pembuktian terkait dengan unsur “pegawai negeri
atau penyelenggara negara” atas pasal yang disangkakan pada pemohon
akan diperiksa dan diadili pada persidangan pokok perkara pada
pengadilan tindak pidana korupsi dan bukan pada pemeriksaan di

persidangan praperadilan.

Dalam demikian dalil permohon yang menyatakan bahwa
Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana korupsi terhadap diri pemohon adalah tidak berdasar dan

karenanya haruslah ditolak.

4.1.3 Pembelaan Pemohon Terhadap Status Tersangka

Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini dikarenakan

Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon:

Yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam

mengajukan permohonan praperadilan ini adalah:
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1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap
pemohon;

2. Pengambilan keputusan oleh termohon untuk menetapkan
pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, karena tidak
dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur pada
Pasal 21 Undang-Undang KPK, serta melanggar Azas
Kepastian Hukum yang menjadi prinsip fundamental
pelaksanaan tugas dan wewenang termohon;

3. Penggunaan wewenang termohon menetapkan status tersangka
terhadap diri pemohon dilakukan untuk tujuan lain diluar
kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Hal itu
merupakan suatu bentuk tindakan penyalagunaan wewenang
atau abuse of power;

4. Keputusan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai
tersangka tanpa pernah sama sekali meminta keterangan
pemohon secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan
dengan Azas Kepastian Hukum yang menjadi fundamental
pelaksanaan wewenang termohon berdasarkan Undang-Undang
KPK;

4.2 Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP adalah

sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan;
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b. Sah atau tidaknya ganti kerugian atau rehabilitasi bagi
seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat

penyidikan atau penuntutan.”;

Menimbang, bahwa rumusan pengertian Pasal 1 angka
10 j.o. Pasal 77 j.o. Pasal 82 ayat (1) j.o. Pasal 95 ayat (1)
dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas
“sah atau tidaknya penetapan tersangka” tidak termasuk

objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur;

Menimbang, bahwa demikian pula hal dengan segala
ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus
yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak
ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian
tentang “sah atau tidaknya Penangkapan Tersangka”

menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah:
karena hukumnya tidak mengatur apakah Hakim boleh
menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa

“hukum tidak mengatur”atau “hukumnya tidak ada’ ?,

Menimbang, bahwa Undang-Undang  tentang
Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak
suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan
mengadilinya, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang redaksi
lengkapnya berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau
kelainan, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya”,
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Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara itu dibarengi dengan
kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi
lengkapnya berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk
memeriksa, mengadili dan menulis suatu perkara dengan dalih
atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan
kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan
hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau
yang semua hukumnya kurang jelas menjadi ada atau yang

semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas;

Menimbang bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan
hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada,
dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum
(recht finding), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan

secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan
hukum yang semula hukumknya tidak jelas dilakukan dengan

menggunakan dan menerapkan metode panfsiran (interpretasi);

Menimbang, bahwa dalam perkara aqou, permohonan dari
Pemohon adalah tentang “sah atau tidaknya Penetapan

Tersangka” terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah

merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli Hukum
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Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa
Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan;

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan
pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan
kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal
77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga
Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya
paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya
paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan
dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah
dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam

undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan
dari Pemohon Praperadilan ini, maka timbul pertanyaan,
“apakah Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon yang
dilakukan oleh Termohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan

upaya paksa?”’;

Menimbang, bahwa pendapat Termohon di dalam
jawabannya berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap
Pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa
sampai dengan disidangkannya permohonan praperadilan agou,
Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri
Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan
rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri Pemohon,
bahkan di persidangan Kuasa Termohon mempertanyakan

apakah Penetapan Tersangka merupakan tindakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa pendapat Termohon tersebut di atas

secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami
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arti dan makna “tindakan upaya paksa” secara benar, bahwa
segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala
tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah
merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan

atau menggunakan label “Pro Justicia” pada setiap tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon,
karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana
yang dapat menguji keabsahan Penetapan Tersangka atas diri
Pemohon, maka Hakim harus menetapkan hukumnya
sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses
penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses
penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 j.o. Pasal 82 ayat
(1) j.o. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan
menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang
berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam
proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam
proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut ternyata Pemohon bukanlah subjek
hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan
KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK, apa proeses penyidikan
olen penyidik KPK terkait peristiwa pidana bagaimana
dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5
ayat (2), Pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi j.o.
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Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Pemberantasan Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
adalah tidak saha dan berdasar atas hukum dan oleh karenanya

Penetapan aqou tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang
dilakukan oleh Termohon tidak sah, dan Surat Penyidikan
Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang
menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan
hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari KPK
(Termohon), maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 januari 2015 yang
menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut pun harus
dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh
karenanya Penetapan aqou tidak mempunyai kekuatan

mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala
keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut
oleh Termohon yang berkaitan hasil penyidikan dan Penetapan

Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitumnya pihak
Pemohon tidak meminta agar Penetapan Pemohon sebagai
Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan tidak
sah, namum dalam petitum subsidairnya Pemohon telah
memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan yang seadil-

adilnya;
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Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Hukum
Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., yang menyatakan
bahwa Penetapan Tersangka adalah hasil dari penyidikan dan
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tersangka merupakan
bagian dari proses penyidikan, dan oleh penetapan tersangka
tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi diri
Pemohon, maka Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan
mengenai Penetapan Tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang
dilakukan oleh Penyidik KPK berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12
Januari 2015 telah dinyatakan tidak sah, maka Penetapan
Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon

pun harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon dalam
petitum angka 4 yang meminta agar Pengadilan Negeri
memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas
perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi
keuangan antara tahun 2003- 2009 terkait dengan perwira Polri
kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri. Oleh karena
sepanjang pemeriksaan perkara ini  Pemohon dapat
membuktikan bahwa memang benar seluruh berkas perkara dan
selurun Laporan Hasil Analisis (LHA) dimaksud berada
ditangan Termohon, dan pihak Termohon pun tidak pernah
mengajukan berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis
(LHA) dimaksud sebagai bukti, maka terhadap tuntunan

tersebut harus ditolak;
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Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan
agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan
Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah
mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak
Termohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian

tersebut, maka tuntutan ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan

permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak
memiliki relevansi dengan perkara agou, maka terhadap bukti-

bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan
pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya
biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada negara
yang hingga Kkini sebesar nihil;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan

Peraturan lain yang bersangkutan:
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4.3 Amar Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015

tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka
oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi j.o.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi j.0. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum,
dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aqou tidak mempunyai kekuatan
mengikat;

Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait
peristiwva pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka
terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau
b, Pasal 5 ayat (2) Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.0. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh
karenanya Penyidikan agou tidak mempunyai kekuatan mengikat;
Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh

Termohon adalah tidak sah;
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5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan
lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka
terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.

Diputuskan pada hari : Senin, tanggal 16 Februari 2015, oleh : H. SAPRIN
RIZALDI, SH., MH., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga boleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : AYU TRIANA
LISTIANTI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

dengan dihindari oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon,

4.4 Penerapan Hukum Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Termohon di duga
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima atau janji
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015
tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh
Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a
atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi j.0. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi j.0. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan
Tersangka agou tidak mempunyai kekuatan mengikat. penyidikan yang
dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud
dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2) Pasal 11 atau 12 B Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
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Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan
oleh karenanya Penyidikan aqou tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dan
penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah
tidak sah, tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih
lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap
diri Pemohon oleh Termohon.

4.5 Analisis Penulis Terhadap Kasus Jendral Budi Gunawan (Studi Kasus
Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

Putusan Praperadilan dalam perkara yang diajukan oleh
Jenderal Budi Gunawan telah melahirkan perkembangan dalam
interpretasi mengenai wewenang lembaga praperadilan yang
semula hanya menguji keabsahan tindakan penangkapan dan
penahanan. Yang mana kemudian diperluas mengenai tindakan
penyitaan dan penggeledahan dan melalui putusan praperadilan
kasus Jendral Budi Gunawan ini disempurnakan, yaitu juga
wewenang menguji keabsahan penetapan seseorang Yyang
ditetapkan sebagai tersangka.

Lembaga praperadilan sekarang telah berubah fungsinya
menjadi lembaga penguji keabsahan penggunaan wewenang
penyidik pada tahap penyidikan atau tahap pra-ajukasi dalam
penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Perkembangan
intepretasi ini dalam penegakan hukum pidana Indonesia, di
samping telah merespon norma dasar baru dalam amandemen
UUD RI Tahun 1945 dan gagasan pembentukan lembaga Hakim
komisaris atau Hakim pemeriksa pendahuluan, juga meningkatkan
selektifitas  penggunaan wewenang oleh  penyidik dan
profesionalisme aparat penyidik pada tahap pra ajudikasi. Di
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samping itu, adanya mekanisme kontrol atau pengawasan
penggunaan wewenang penyidik dalam proses penyidikan dan
peningkatan atau menguatkan penghormatan terhadap hak-hak
tersangka dalam tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal

28A sampai dengan Pasal 28) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim
Sarpin Rizaldi bisa dikatakan secara koridor hukum acara
pidana telah on the track. Dalam sisi penemuan hukum terdapat
trobosan yang dimaknai sebagai penemuan hukum ketika orientasi
hukum acara pidana sesungguhnya hadir untuk lebih kepada
orientasi memproteksi kepentingan-kepentingan atau hak-hak
orang yang dijadikan tersangka. Berdasarkan koridor tersebut maka
tafsir tentang kepentingan perlindungan tersangka mestinya jangan
hanya dimaknai saat hukum itu dibuat, tetapi bisa di progresifkan
dan diperluas dalam kontek era sekarang ini. Sehingga dengan
terobosan hukum ini menurut penulis dapat memberikan
pemahaman keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin
Rizaldi menggambarkan adanya sebuah penafsiran hukum yang
ekstensif, sementara saat ini penafsiaran hukum yang ekstensif
hanya ada pada ranah hukum materiil.

Adapun yang menjadi dasar putusan atau pertimbangan-
pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam

menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 memberikan batasana mengenai orang-
orang sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana
Korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk
melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
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2)

3)

- Aparat penegak hukum;
- Penyelenggara negara;

- Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

atau penyelenggara negara.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas
dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Termohon pada
saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan
Karir (Karo Binkar) sebagaimana ditetapkan tanggal 12
Januari 2015 (vide bukti T-9) dan dalam bukti T-9
tersebut rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun
2006, sejak diangkatnya Pemohon berdasarkan Surat
Keputusan =~ KAPOLRI  No.Pol:Skep/217/1\V/2003,
tanggal 24 April 2003 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri a.n.
Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Phd. Pangkat
Kombes Pol. Nrp. 59120980, dari Jabatan Lama Pamen
Mabes Polri (Ajudan Presiden RI) ke jabatan baru
(Karo Binkar) Polri terhitung mulai tanggal 24 April
2003 (vide Bukti P-12).

Bahwa lebih lanjut dalam bukti P-14 disebutkan pula
bahwa jabatan Karo Binkar adalah suatu jabatan
dibawah Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan
pelaksana staf, dan bukan aparat penegak hukum,
karena jabatan Karo Binkar tidak memiliki kewenangan

untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum.
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Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan terkait dengan sah atau tidaknya Penetapan
Tersangka telah menunjukkan adanya suatu penemuan hukum
(rechtfinding) yang dalam pertimbangannya menyebutkan
Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses hukum. Ahli
Hukum Pidana, Dr. Bernard Arif Adhiarta. S.H. berpendapat

bahwa Penetapan Tersangka adalah hasil dari penyidikan.

Dasar hukum yang digunakan oleh Jendal Budi Gunawan
dalam mengajukan Praperadilan adalah Pasal 63 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
ayat (1): “Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan
undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang
bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi
dan/atau kompensasi.

Ayat (2): “Guagtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan
gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan
praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perihal praperadilan diterangkan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pada
Pasal 1 Angka (10) Praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini yang meliputi tentang: (a) Sah atau
tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan. (b) Sah atau
tidaknya penghentikan penyidikan atau penghentian penuntutan.

(c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (Tuntutan
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praperadilan dapat diajukan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka).

Tentang tata cara dan prosedur praperadilan diuraikan lebih
lanjut secara jelas pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.
Putusan Hakim Saprin telah mengabulkan (sebagian) permohonan
praperadilan yang diajukan Jendral Budi Gunawan yang salah satu
amar putusan hakim yaitu: Menyatakan penetapan tersangka atas
diri Pemohon (Budi Gunawan) yang dilakukan oleh Termohon
(KPK) adalah tidak sah.

Dari uraian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
sesungguhnya hakim Saprin Rizaldi telah melakukan penemuan
hukum (rechtfinding) atas peristiwa hukum yang dihadapkan
kepada hakim untuk diputuskan karena telah terjadi kekosongan
hukum (rechtsvacuum), sehingga akan menjadi sebuah keniscayaan
bahwa putusan hakim harus memberikan kepastian hukum dan
dimensi terpenuhinya rasa keadilan dan kemanfaatan.

Sebab hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) tidak
mengatur ketika sesorang baru ditetapkan jadi tersangka dapat
mengajukan praperadilan. Sedangkan secara ekplisit (jelas)
diterangkan bahwa praperadilan baru dapat dilakukan ketika sudah
ada “upaya paksa” penangkapan atau penahanan dari penegak
hukum yang melanggar atauran/prosedur hukum. Lihat norma
dalam Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang
ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan

penghentian penuntutan.”
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Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh
penegak hukum, maka pada seseorang tersebut berlaku asas
presumption of innocence (asas praduga tidak bersalah), bahwa
seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim
yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). (Lihat Pasal 8
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman: “ Setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap).

Berbicara tentang hukum (pada umumnya), masyarakat kita
cenderung melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau
peraturan perundang-undangan. Sedangkan kita sadar bahwa
undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah
mungkin dapat mengatur segala kegiatan manusia secara tuntas.

Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas.

Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak
hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-
undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau
menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukum yang
mengaturnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim tidak dapat
menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undang tidak
sempurna, maka dalam hal ini hakim telah melaksanakan fungsinya
untuk mencari, menggali dan mengkaji hukum sehingga
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). (Lihat Pasal 10 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
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bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya).

Menjadi pertanyaan kemudian apakah penemuan hukum
hanya berlaku pada hukum pidana materil saja atau bisa juga
diterapkan untuk hukum pidana formal (hukum acara pidana). Jika
bisa, maka makna penemuan hukum juga diperluas menjadi
penemuan hukum atau perkara pidana dan atas prosedur acara

pidana.

Ini tentu saja menarik untuk dikaji lebih lanjut. Putusan
Hakim Saprin Rizaldi, bisa menjadi fenomena menarik,
putusannya bisa monumental (landmark decision) yang bisa
menjadi bahan kajian akademik bahwa penemuan hukum bisa
dilakukan oleh hakim baik di praperadilan dan juga di peradilan

(pokok perkara).®

Dalam putusan nomor 21/PUU-XI1/2014 Mahkamah
Konstitusi pada Selasa, 28 April 2015 telah mengabulkan sebagian
permohonan yang di ajukan oleh terpidana kasus bio remediasi
Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHAP). Mahkamah menyatakan, Pasal yang di
mohonkan Bachtiar, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal
21ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP inkonstitusional terhadap Pasal 1
ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 | ayat (5) UUD 1945
karena mengabaikan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil.
Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek
Praperadilan. Mahkamah menambah penetapan tersangka,
pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek Praperadilan.

Mahkamah beralasan bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada

8 prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia. Jakarta: Yarsif
Watampone. 2015. him 201-204.
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tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan
problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa
pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada
penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Namun,
pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai
perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah
‘penetapan tersangka oleh penyidik’ yang dilakukan oleh negara
dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seorang

tanpa adanya batas waktu yang jelas.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengubah Pasal 1
angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan
frasa ‘minimal dua alat bukti’ dalam proses penetapan dan
penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka. Sebelumnya
dalam pasal-pasal itu tidak dijelaskan jumlah alat bukti permulaan.
Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyebutkan penetapan tersangka
hanya didasarkan pada bukti permulaan tanpa disebutkan jumlah
alat bukti. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU Komisi
Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa bukti permulaan
yang cukup telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua
alat bukti. Bahwa asas dueproses of law sebagai perwujudan
pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana
menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak
terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam putusan
tersebut hakim konstitusi menganggap dalam Pasal 77, penetapan

tersangka bukan menjadi bagian dari obyek Praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi jawaban dari
polemik putusan yang dikeluarkan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Pada
16 Februari 2015, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim

Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan

98



Jendral Budi Gunawan (calon Kapolri) terkait penetapan dirinya
sebagai tersangka oleh KPK.8

8 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1 diakses pada
tanggal 11 Juni 2015 pukul 11.30 WIB.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diberikan oleh penulis dalam penulisan ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan tanpa adanya permohonan
Pra Peradilan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun
tindakan penangkapan atau penahanan ternyata menyimpang dari

ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat

dilakukan.[XIDalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak

memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat formil semata-mata dari
suatu penangkapan atau penahanan. Seperti misalnya ada atau tidak surat
perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP). Atau ada tidaknya surat
perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak
menguji dan menilai syarat materiilnya. Namun dalam putusan nomor
21/PUU-XI1/2014 Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 28 April 2015 telah
mengabulkan sebagian permohonan yang di ajukan oleh terpidana kasus
bio remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHAP). Mahkamah menyatakan, Pasal yang di
mohonkan Bachtiar, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 2layat
(1) dan Pasal 77 KUHAP inkonstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28 | ayat (5) UUD 1945 karena mengabaikan
prinsip hak atas kepastian hukum yang adil. Mahkamah mengubah

ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek Praperadilan. Mahkamah
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menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk
sebagai obyek Praperadilan.

Upaya kasasi merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ingin
membatalkan Putusan Praperadilan Budi Gunawan. Dalam hal ini,
Mahkamah Agung harus berani menerabas ketentuan Pasal 45A UU
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat (2)
mengatur, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak mengadili
perkara, kecuali putusan praperadilan, perkara yang ancaman pidana
maksimal satu tahun, dan perkara tata usaha negara dengan objek gugatan
berupa putusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di
wilayah yang bersangkutan. Putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan
upaya hukum berupa banding dan kasasi, hal ini sesuai dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang
mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas
putusan praperadilan. Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kasasi
terhadap perkara praperadilan tidak dapat dibenarkan. Hal yang bisa
dilakukan oleh penyidik dalam hal ini KPK dengan mengajukan
Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar
biasa berbeda dengan banding dan kasasi yang disebut upaya hukum biasa.
Dasarnya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2014 tanggal 28 Maret 2014.
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5.2 Saran
Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Alternatif lain selain upaya Praperadilan dalam kasus penyalahgunaan
kewenangan suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, khususnya terkait
dengan penyalahgunaan kewenangan dalam menetapkan seseorang
sebagai tersangka adalah mengajukan  Permohonan Pengujian
Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Kesewenang-wenangan
pengguanaan kekuasaan, seperti yang telah dialami oleh Jendral Budi
Gunawan sebagaimana permohonannya di dalam praperadilan, telah diatur
mekanisme hukum acara secara lebih detail sehingga perdebatan-
perdebatan yang penuh dengan berbagai macam interprestasi dapat
dihindarkan dan kepastian hukum akan lebih terjamin yang akan
berdampak pula kepada kepercayaan warga negara terhadap penegak
hukum di Negera ini.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan adalah
demi tercapainya putusan hakim yang sesuai dengan keinginannya, usaha
tersebut dikenal dengan istilah upaya hukum. Menurut Pasal 1 angka 12
KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa
perlawanan, atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan peninjuan kembali dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum di dalam KUHAP
dibagi menjadi 2 yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari Banding dan
Kasasi, dan uapaya hukum luar biasa yang terdiri dari Kasasi Demi

Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.
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